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Talak dibolehkan dalam Islam, dan pelaksanannya harus mengikuti ketentuan
hukum yang telah ditentukan dalam Alquran dan hadis. Oleh lbnu Taimiyah, talak
yang tidak sesuai dengan ketentuan kedua dalil hukum tersebut dinamakan dengan
talak bidah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa dalil yang digunakan
Ibnu Taimiyah dalam menetapkan hukum talak bidah, dan bagaimana alasan dan
metode istinbat hukum lbnu Taimiyyah dalam menentukan kedudukan hukum talak
bidah. Jenis penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka (library
research). Data-data penelitian dikumpulkan dan dianalisis dengan cara deskriptif-
analisis. Hasil penelitian ini ada dua: Pertama, dalil yang digunakan Ibnu Taimiyah
dapat dibagi ke dalam dua bagian. (1) Dalil talak bidah pada saat isteri haid atau
saat suci namun telah digauli sebelumnya, yaitu ketentuan surat Talaq ayat 1,
riwayat Imam Ahmad dari Yazid. (2) Dalil talak bidah dengan ucapan tiga kali
talak secara sekaligus, yaitu surat al-Bagarah ayat 229, surat al-Bagarah ayat 230,
riwayat Imam Muslim dari Ishaqg bin Ibrahim, riwayat Abu Dawud dari Ibnu al-
Sarh dan Ibrahim bin Khalid, dan atsar sahabat yaitu pendapat Ibnu Abbas yang
menyatakan talak tiga sekaligus di masa Rasulullah, Abu Bakar, dan di awal
kekhalifahan umar dipandang satu kali talak. Kedua, metode istinbat yang
digunakan lbnu Taimiyah yaitu metode giyas, yaitu menganalogikan hukum akad
nikah dan jual beli, padahal terdapat perbedaan mendasar pada hukumnya. Talak
bidah seperti talak saat isteri haid, atau talak pada saat suci tetapi sebelumnya
digauli tanpa memastikan isteri hamil atau tidak. Kedua jenis talak ini ia nyatakan
tidak sah seperti hukum nikah dan jual beli yang diharamkan. Namun, untuk talak
tiga sekaligus, Ibnu Taimiyah memandangnya haram dan jatuh satu kali talak. Hal
ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam istinbat yang dilakukan Ibnu
Taimiyah, karena adanya giyas ma’al farig dan kontradiksi.
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab
ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya
dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata
Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman
Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai
berikut: *

1. Konsonan
No. | Arab Latin Ket No. | Arab | Latin Ket
i t dengan
LT dila;lbdaik kan ™ Ay t titik di
3 bawahnya
z dengan
S B | £ titik di
bawahnya
3 < T YA d ¢
s dengan
4| = S titikdi | '3 | & | gh
atasnya
h dengan
6| ¢ h titikdi | Y\ | & q
bawahnya
7 ¢ kh Yy 4 K
8 | ¢ D wl oo |
z dengan
9 | z titikdi | Y¢ | a | m
atasnya
10 J R Yo ) n

'Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam
Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Him, 29.

viii



11 J z Y1 )
12 | o S YV >
13 | oA sy YA .
s dengan
14 | oe S titik di Y4 ¢
bawahnya
d dengan
15 | o= d titik di
bawahnya
2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.?

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
Fat/hah a
Kasrah i
Dammah u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
$ O Fathah dan ya Ai
5w Fathah dan wau Au
Contoh:
e = Kaifa,

“Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam

Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), HIm, 30.




Jds =haula

3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:®

Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf
el Fathah dan alif atau ya a
S Kasrah dan ya 1
5O Dammah dan wau i
Contoh:
Ja = qala
=) =rama
J8 = gila
J% = yagqiilu

4. TaMarbutah (8)
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Tamarbutah (3) hidup
Ta marbutah ( 3) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah ( 3) mati
Ta marbutah ( 3 yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( &) diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta

marbutah ( 3) itu ditransliterasikan dengan h.

3panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam
Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Him, 31.



Contoh:
oukt) 4y raudah al-agfal/ raudatul agfal
50330 &ad) : al-Madinah al-Munawwarah/
al-Madinatul Munawwarah
FEG Talhah
Modifikasi
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi,
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai
kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir,

bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.”

*panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam
Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Banda Aceh: Darussalam, 2014), Him, 32.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan syariat yang dibawa oleh Rasulullah saw, dan
merupakan bagian dari kebutuhan umat manusia sebagai makhluk yang
diciptakan berpasang-pasangan. Tujuannya adalah di samping sebagai bentuk
pengaplikasian dari sunnah Rasul yang sifat pelaksanaannya sebagai ibadah, juga
bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan biologis dengan cara yang syar’T.
Sehingga dapat melestarikan kehidupan melalui keturunannya. Untuk itu,
seyogyanya perkawinan dapat dipertahankan sedemikian rupa dengan harapan
memperoleh ketenangan dan kebahagiaan.

Dalam Islam, perkawinan tidak dipandang sebagai suatu hukum yang
pasti mengikat antara suami isteri. Dalam arti bahwa terdapat jalan bagi keduanya
untuk melakukan perpisahan. Perpisahan dalam bentuk perceraian atau talak
misalnya, hal ini dilegalkan dalam syariat Islam. Amiur Nuruddin menyatakan,
pada dasarnya putusnya perkawinan (perceraian) merupakan sesuatu yang wajar,
karena makna dasar sebuah akad nikah yaitu ikatan atau dapat juga diartikan
sebagai kontrak. Dengan demikian, konsekuensi dari hal tersebut (kontrak) dapat
saja lepas.t Namun, perlu diperhatikan bahwa ketentuan perceraian atau talak

tersebut mempunyai beberapa aturan hukum yang mesti dipenuhi. Misalnya,

!Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, cet. 4, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2012), him. 206.
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suami harus memperhatikan waktu penjatuhan talak berikut dengan permasalahan
mengenai keadaan-keadaan dimungkinkannya dilakukan talak oleh suami.

Prinsipnya, talak dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu talak yang
disyariatkan, atau dalam istilah lain disebut dengan talak sunnz. Kemudian ada
juga talak yang tidak disyariatkan, namun hal tersebut juga dapat dipandang
berlaku dan mengikat, atau dalam istilah lain disebut dengan talak bid’7 atau
bidah. Terkait dengan talak tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan, semua
ulama sepakat bahwa hal tersebut tergolong sebagai perbuatan bidah.? Dalam
konsep hukum perkawinan Islam, khususnya pada bab talak, prinsipnya telah
digambarkan dalam Alquran terkait dengan tata cara pelaksanaannya.

Dalam hukum Islam, suami yang ingin menceraikan isterinya harus
melihat pada keadaan di mana isteri saat waktu ditalak dapat langsung
melaksanakan idahnya.® Keadaan ini merupakan ketentuan yang telah digariskan

dalam firman Allah, surat al-Thalaqg sebagai berikut:

z2E . 7 5. >4
@\ﬁTgLU/'; -\.a.gé)./J..ﬁ-"

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah
kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi)
idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah

2Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Figh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), him. 217.

*lbn Katsir, Taisirul ‘Allami Syarhu ‘Umdatil Ahkam, ed. In, Fikih Hadits Bukhari
Muslim, (ter: Umar Mujtahid), (Jakarta: Ummul Qura, 2013), him. 919-928.



kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah
mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka
mengerjakan perbuatan keji yang terang. ltulah hukum-hukum Allah,
maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.
kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu
sesuatu hal yang baru.” (QS. Al-Thalag: 1).

Hukum yang terkandung pada ayat di atas menjadi ketentuan bagi suami
dalam menjalankan haknya untuk menjatuhkan talak. Abu Bakar Jabir al-Jazairi
menyatakan bahwa suami menalak isteri pada masa suci yang dalam masa
tersebut tidak digauli merupakan talak sesuai dengan anjuran syarak.* Jika
persyaratan seperti pada ayat itu telah dipenuhi, maka menurut jumhur ulama
talak tersebut dipandang sesuai dengan ketentuan waktu seperti tersebut pada ayat
di atas, dan menjadi kategori talak sunnah (talak sunni).’

Bertalian dengan ketentuan di atas, menunjukkan bahwa talak harus
dilakukan atas prosedur normatif naglz, yang telah digariskan dalam Alquran dan
Hadis. Jika kemudian persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka talak dipandang
bidah dan bertentangan dengan konsep pensyariatan talak dalam hukum Islam.®
Walaupun talak tersebut tergolong bidah, namun kedudukan hukumnya masih
tetap berlaku. Artinya, talak yang dinyatakan tidak melalui prosedur normatif
naqglr tetap mengikat atau sah dilakukan. Jumhur ulama, dalam hal ini diwakili
oleh empat ulama mazhab, berikut dengan mayoritas ulama lainnya memandang

bahwa talak bidah tetap berlaku, namun diharamkan.” Berbeda dengan ketentuan

*Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Minhajul Muslim, ed, In, Pedoman Hidup Seorang Muslim,
(terj: Ikhwanuddin Abdullah dan Taufig Aulia Rahman), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), him. 839.

SAmir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam..., hIm. 217.

®H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Minahakat; Kajian Fikih Nikah Lengkap, cet.
3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), him. 331; dimuat juga dalam buku Abd. Rahman Ghazaly, Figh
Munakahat, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), him. 194,

"Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam..., him. 210.



di atas, Ibn Taymiyyah memandang bahwa keadaan talak bidah tidak mengikat si
pelaku atau suami, artinya tidak berlaku.?

Alasan tidak berlakunya talak bidah adalah merujuk pada ketentuan surat
al-Thalaq ayat 1 di atas. Di mana perintah menceraikan dalam ayat tersebut
merupakan suatu lafal amar (perintah) untuk menceraikan isteri dalam keadaan
suci. Untuk itu, jika perintah tersebut tidak dilaksanakan, maka perbuatan talak
dipandang haram dan tidak jatuh. Selain itu, lbn Taymiyyah menganalogikan
kedudukan talak dengan akad-akad yang lain. Misalnya, akad pernikahan dan
akad jual beli. Di sini, akad pernikahan dan jual-beli tidak dapat dinyatakan
mengikat bila telah dinyatakan haram. Dalam pernikahan misalnya, menikahi
mahram atau menikahi janda yang masih berada dalam masa idah, maka
hukumnya haram dan tidak berlaku. Sementara jual-beli yang diharamkan adalah
jual-beli barang-barang haram seperti khamr, daging babi, atau bangkai.’

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa ulama berbeda dalam
memahami masalah ini. Perbedaan tersebut tentunya berimplikasi pada penetapan
produk hukum yang dikeluarkan. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk
mengkaji masalah talak bidah, yang fokus kajiannya yaitu pada pemahaman Ibn
Taymiyyah berikut dengan alasan-alasan hukum dari pandangannya. Kajian ini

menggunakan pendekatan bayanz.’® Dalam hal ini, kajian yang penulis angkat

®lbn Taymiyyah, Fatawa an-Nisa’, (terj: Khairun Na’im), (Jakarta: Ailah, 2005), him.
366, 368, 369, dan 374.

°lbn Taimiyyah, Majmii‘ Fatawa Shaykh al-Islam Ahmad lbn Taimiyyah, diedit oleh
‘Abd al-Rahman dan Muhammad ibn ‘Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Qasim, ed. In,
“Majmu Fatawa tentang Nikah”, (terj: Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri an-Naba), (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2002), him. 160.

%pendekatan bayyani, yaitu pendakatan dalam menetapkan hukum melalui pemahaman
atas-kaidah-kaidah kebahasaan. Lihat dalam Analiansyah, Ushul Figh Ill, (Banda Aceh: Ar-
Raniry Pres, 2010), him. 56.



dengan judul: “KEDUDUKAN HUKUM TALAK BIDAH (Studi Terhadap

Pemikiran Ibn Taymiyyah)”.

1.2. Rumusan Masalah
Untuk menyelesaikan permasalahan pokok di atas, maka dapat
dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi perhatian dalam skripsi
ini, yaitu sebagai berikut:
1.2.1. Apa dalil yang digunakan lbn Taimiyah dalam menetapkan hukum talak
bidah?
1.2.2. Bagaimana alasan dan metode istinbaz hukum Ibn Taimiyyah dalam

menentukan kedudukan hukum talak bidah?

1.3. Tujuan Penelitian
Setiap penulisan karya ilmiah sudah tentu mengandung tujuan dari
penulisan tersebut, demikian juga halnya dengan skripsi ini. Tujuan penulisan
skripsi ini adalah:
1.3.1. Untuk mengetahui dalil yang digunakan Ibn Taimiyah dalam menetapkan
hukum talak bidah.
1.3.2. Untuk mengetahui alasan dan metode istinbar hukum Ibn Taimiyyah

dalam menentukan kedudukan hukum talak bidah.



1.4. Penjelasan Istilah

Terdapat dua istilah penting yang perlu dijelaskan dalam kaitan dengan
judul penelitian ini. Tujuan sub bahasan ini yaitu untuk memberikan keterangan
awal terkait istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Adapun istilah yang
dimaksudkan yaitu:
1.4.1. Kedudukan hukum

Term “kedudukan hukum” memiliki dua kata. Kata kedudukan secara
bahasa diambil dari kata duduk, artinya meletakkan tubuh dengan cara bersila
atau bersimpuh. Sedangkan kedudukan (yang telah diberi imbuhan ke-an)
memiliki beberapa arti, bisa berarti tempat kediaman, letak atau tempat suatu
benda, keadaan yang sebenarnya (tentang suatu perkara), atau bisa diartikan juga
sebagai status."* Dalam pembahasan ini, makna kedudukan dimaksudkan keadaan
yang sebenarnya tentang suatu perkara (perbuatan), atau status suatu perkara.

Adapun kata hukum secara bahasa berarti peraturan atau norma.'? Hukum
secara sederhana dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan, atau seperangkat
norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik berupa
kenyataan yang tumbuh dalam masyarakat atau yang dibuat dengan cara tertentu
oleh penguasa.’®

Berdasarkan dua pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan
kedudukan hukum yaitu status hukum suatu perbuatan, yaitu talak bidah. Status

atau kedudukan hukum di sini secara luas berlaku untuk benar tidaknya hukum

Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 3, (Jakarta: Pustaka
Phoenix, 2009), him. 62.

Ipid., him. 90.

Dahlan Tamrin, Filsafat Hukum Islam, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), him. 5



talak bidah, berikut dengan konsekuensi hukum dari perbuatan tersebut. Untuk
itu, pemaknaan status atau kedudukan hukum dalam pembahasan ini tidak hanya
menyatakan perbuatan talak bidah halal atau haram, tetapi juga konsekuensinya,
atau akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.
1.4.2. Talak bidah

Term atau istilah talak bidah juga memiliki dua kata, yaitu talak dan
bidah. Secara terminologi, talak merupakan bentuk perceraian atau putusanya
perkawinan yang datangnya dari pihak suami.!* Kata talak sendiri berasal dari
bahasa Arab, yaitu diambil dari akar kata izag, mengandung makna lepasnya
suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.® Bisa juga
berarti pelepasan/melepaskan atau meninggalkan.*®

Kata bidah, secara bahasa memiliki tiga arti, yaitu sebagai perbuatan yang
dikerjakan tidak menurut contoh yang sudah ditetapkan, termasuk menambah
atau mengurangi ketetapan. Secara khusus bisa diartikan pembaruan ajaran Islam
tanpa berpedoman pada Alquran dan hadis, atau kebohongan dan dusta.!’ Jadi
yang dimaksud dengan talak bidah di sini yaitu penjatuhan talak yang tidak sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam.

“Dalam istilah hukum positif sering disebut dengan carai talak dari pihak suami terhadap
isteri. Sedangkan dari pihak istri disebut dengan cerai gugat dalam perkara bisa, dan dalam
perkara carai gugat dengan disertai tebusan dinamakan khulu’. Lihat dalam, Mahkamah Agung
RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, (Jakarta: Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), him. 147-149.

®H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap,
cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), him. 229.

®Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), him.
185.

Y"Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar..., him. 38.



1.5. Kajian Pustaka
Kajian pustaka dimaksudkan adalah untuk melihat beberapa penelitian

terkait dengan talak bidah. Sehingga, dapat ditemukan persamaan dan perbedaan
dengan penelitian ini. Sejauh ini, penelitian dengan mengambil fokus masalah
kedudukan talak bidah dalam perspektif lIbn Taymiyyah belum ada. Namun,
terkait dengan talak secara umum, terdapat beberapa penelitian yang dilakukan
oleh peneliti sebelumnya, di antaranya yaitu:

1.5.1. Skripsi yang ditulis oleh Risdawati, mahasiswi pada Program Studi
Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry,
tahun 2016 dengan judul: “Talak Tiga Sekaligus dalam Satu Majelis
Menurut Pendapat Ibn Qudamah dan Ibn Taimiyah”. Hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa metode yang digunakan Ilbn Qudamah dan Ibn
Taimiyah yaitu merujuk pada dalil-dalil nagli, baik Alguran maupun
hadits. Ibn Qudamah lebih menitik beratkan pada metode dengan melihat
pada makna umum (lafal ‘am) ayat, di mana tidak ada dalil Alguran yang
tegas dalam mengkhususkan keumuman ayat tersebut. Namun, khusus Ibn
Taimiyah mengambil metode mashlahah, di mana talak yang dilakukan
secara terpisah lebih maslahat bagi kedua pasangan. Sebaliknya, talak tiga
sekaligus akan berdampak pada kemudaratan, baik pihak suami yang
mentalak maupun pihak isteri. Adapun yang menjadi penyebab perbedaan
pendapat adalah berkaitan dengan cara menganalisis dalil-dalil tersebut.
Ibn Qudamah hanya melihat pada makna zahir surat al-Bagarah ayat 230.

Di mana ayat tersebut tidak mengkhususkan dan memisahkan antara talak



1.5.2.

tiga dalam satu ucapan dengan talak tiga secara terpisah. Sedangkan
menurut 1bn Taimiyah ayat tersebut dikhususkan oleh ayat sebelumnya,
bahwa talak tiga yang dimaksud adalah talak setelah satu atau dua Kali
secara terpisah.

Skripsi yang ditulis oleh Antoni, mahasiswa pada Program Studi Hukum
Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, tahun 2016
dengan judul: “Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Majelis
Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 2 Tahun 2015 tentang Talak. Hasil
penelitiannya menunjukkan bahwa kedudukan talak yang dilakukan di
luar pengadilan dapat dilihat/ditinjau dari dua sudut pandang. Menurut
perspektif hukum Islam, talak tersebut tetap berlaku atau dipandang telah
jatuh. Ketentuan ini dengan tidak menghilangkan syarat-syarat penjatuhan
talak dalam Islam. Namun, menurut perspektif hukum positif, talak hanya
dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Artinya, penjatuhan talak
dapat dikatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum ketika
perceraian tersebut diputus di pengadilan. Adapun metode dan dalil
hukum yang digunakan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
dalam menetapkan kedudukan talak di luar pengadilan merujuk pada
beberapa ketentuan, di antaranya yaitu Alquran dan Hadis, serta pendapat
para ulama berikut dengan kesepakatan ulama dengan ketentuan bahwa
talak telah dipandang jatuh menurut hukum Islam ketika telah memenuhi

syarat dan ketentuan yang telah ditentukan.
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Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yahya, mahasiswa pada Program
Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry,
tahun 2015 dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Talak
bagi Wanita Haid; Analisis Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah”. Hasil
penelitiannya menunjukkan bahwa menurut lbn Qayyim al-Jauziyyah,
suami yang menalak istri ketika haid tidak dibenarkan (tidak disyariatkan)
dalam Islam. Adapun dalil dan metode istinbat hukum yang dipakai Ibn
Qayyim al-Jauziyyah adalah merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam
Alquran, hadis dan giyas. Dimana dalam ketiga dalil tersebut
menunjukkan adanya larangan terhadap talak ketika haid.

Skripsi yang ditulis oleh Sulistyono, mahasiswa Jurusan Ahwal al-
Syakhsiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Wali Songo
Semarang, tahun 2015 dengan judul: “Implementasi Pasal 122 KHI
tentang Talak Bid’i di Pengadilan Agama Semarang: Studi di Pengadilan
Agama Semarang”. Hasil penelitiannya adalah penerapan Pasal 122 KHI
di Pengadilan Agama Semarang belum optomal, karena hanya dilakukan
dalam perkara cerai talak, dan dalam perkara cerai gugat belum
dilaksanakan. Terdapat beberapa hambatan dalam menerapkan Pasal 122
KHI, yaitu terkait dengan waktu dan masalah sumber daya manusianya
(SDM) itu sendiri. terkait dengan masalah waktu di antaranya adalah
ketidak hadiran isteri atau kuasa hukumnya dalam sidang ikrar talak,
banyaknya perkara yang masuk dalam pengadilan, keinginan dari semua

pihak yang menginginkan segera berpisah. Dari segi sumber daya
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manusianya sendiri adalah ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman para
pihak tentang talak bid’i, dan kurangnya kesadaran hukum dari penegak
hukum atau para hakim akan talak bidi.

Jurnal llmiah yang ditulis oleh Ahmadi, Dosen Prodi Mu’amalah STIS
Miftahul Ulum Lumajang, dengan judul: “Pemahaman Hakim Tentang
Talak Bid’i dan Penerapannya di Pengadilan Agama Lumajang”. Hasil
penelitiannya ada dua. Pertama, pemahaman hakim Pengadilan Agama
Lumajang tentang talak bid’i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami
kepada istrinya dalam keadaan haid dan talak yang dijatuhkan kepada istri
dalam keadaan suci tetapi telah digauli pada waktu suci tersebut. Ketika
putusan telah ditetapkan selang beberapa hari menunggu untuk ikrar talak,
suami menggauli istri dan ketika hari ikrar talak akan diucapkan suami
tetap mengucapkan ikrar talak, ini juga termasuk talak bid’i yang menurut
pemahaman hakim talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan suci
tetapi pada waktu suci istri digauli. Kedua, praktik talak bid’i di
Pengadilan Agama Lumajang pernah terjadi beberapa kali. Selama hakim
yang menangani perkara talak bid’i, hakim memberikan penjelasan
tentang talak bid i bahwa talak ini dilarang, serta memberikan solusi untuk
ditunda pengucapan ikrar talaknya hingga menunggu istri dalam keadaan
suci. Masyarakat lebih banyak yang menunda dari pada yang tetap akan
melakukan ikrar talak. Tetapi apabila suami memaksa dan istri sepakat
serta dengan beberapa pertimbangan hakim, maka ikrar talak dijatuhkan

oleh suami kepada istri yang dalam keadaan haid dengan dipandu oleh
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salah satu hakim. Diantara pertimbangan hakim dalam mengabulkan

suami mengucapkan ikrar talak adalah hak talak ada pada suami, tempat

tinggal Pemohon (suami) di luar Lumajang, mempertimbangkan pekerjaan

Pemohon (suami) yang sering ijin, guna menghadiri proses persidangan,

pemohon (suami) dan Termohon (istri) sama-sama sepakat untuk tetap

bercerai, hakim yang bersifat formiil, para pihak sanggup menanggung
semua resiko, dan kemaslahatan bagi para pihak yang diutamakan.

Kelima penelitian tersebut di atas berbeda dengan fokus penelitian ini.
Pada penelitian pertama, secara khusus membahas tentang hukum talak tiga
sekaligus dengan perspektif kajiannnya yaitu studi komparatif (perbandingan).
Pada penelitian kedua, secara khusus membahas tentang kedudukan hukum talak
di luar pengadilan, dengan datanya yaitu putusan fatwa MPU Aceh. Pada
penelitian ketiga, secara khusus mengkaji permasalahan talak wanita haid, dengan
subjek penelitiannya yaitu pada pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Pada
penelitian keempat, khusus mengkaji penerapan Pasal 122 KHI di Pengadilan
Agama Semarang, dan pada penelitian kelima, lebih berfokus pada pemahaman
hakim Pengadilan Agama Lumajang tentang talak bidi.

Melihat fokus masalah yang ada dalam lima penelitian sebelumnya, maka
jauh berbeda dengan pembahasan dalam skripsi ini. Perbedaannya terletak pada
objek kajiannya. Dalam skripsi ini, diarahkan pada pemikiran lbn Taimiyah
terkait dengan pemahamannya, dalil hukum, serta metode yang ia gunakan dalam
menetapkan hukum talak bidah. Untuk ini, permasalahan kedudukan talak bidah

yang akan peneliti kaji belum ada yang mengkajinya secara intens.
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1.6. Metode Penelitian
1.6.1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan
(library research), yaitu dengan mengkaji sumber data sekunder yang terdiri dari
tulisan-tulisan dari berbagai rujukan, seperti buku-buku, skripsi, artikel dan
peraturan perundang-undangan serta rujukan lain yang dianggap berkaitan
dengan objek penelitian yang penulis kaji. Adapun metode penelitian dalam
tulisan ini yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif dimaksudkan untuk
mengungkap gejala secara holistik-kontekstual (secara menyeluruh dan sesuai
dengan konteks/apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai
sumber langsung yang diamati.*®
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data
Menurut sugiyono, bahwa teknik pengumpulan data merupakan teknik

atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan
data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka
mencapai tujuan penelitian.’* Dalam hal ini penulis menggunakan tiga sumber
hukum, yaitu:
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan talak

bidah, khususnya dalam kitab-kitab Ibn Taymiyyah, seperti dalam buku yang

berjudul Fatawa an-Nisa’, Majmi‘ Fatawa Shaykh al-Islam Ahmad 1bn

Taimiyyah dan buku-buku karangan Ibn Taimiyyah lainnya.

¥ Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), him. 100.
®Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik,dan
llmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), him. 15.
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b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan
terhadap bahan hukum primer, seperti buku karangan lbn Rusyd, Bidayatul
Mujtahid wa Nihayatul Mugtashid; Analisa Figih Para Mujtahid. Kemudian
buku karangan Shalih bin Abdulah al-Lahim, al-Ahkamal-Murattibah ‘ala al-
Haidhi wa al-Nifasi wa al-Istishadhati. Kemudian buku karangan Wahbah
Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, serta tulisan-tulisan lain yang
berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan
penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari
kamus-kamus, jurnal-jurnal, artikel serta bahan dari internet dengan tujuan
untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

1.6.3. Analisis Data dan Teknik Penulisan

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang
dikaji dengan menggunakan cara deskriptif-analisis. Artinya, penulis berusaha
menguraikan konsep masalah yang penulis kaji, kemudian penulis berusaha
menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang
penulis lakukan yang kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut
hukum Islam atau lebih tepatnya dianalisis menurut pendapat jumhur ulama yang
mu tabar terkait dengan kedudukan dan status hukum talak bidah yang ada dalam
bahasan ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku Pedoman

Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan

Hukum UIN AR-raniry Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat
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alquran penulis kutip dari alquran dan terjemahnya yang diterbitkan oleh

Kementerian Agama RI Tahun 2007.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan skripsi
ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab
terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas masalah tinjauan umum tentang talak dan penjelasan
bidah. Bab ini disusun atas lima sub bahasa, yaitu pengertian talak dan bidah,
dasar hukum talak dan urgensinya dalam Islam, prosedur talak menurut hukum
positif, hikmah talak dalam Islam, dan bentuk-bentuk talak bidah.

Bab tiga merupakan pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian,
yaitu terkait dengan pemikiran lbn Taymiyyah tentang kedudukan hukum talak
bidah. Pada bab ini juga dirinci dalam beberapa sub bahasan, di antaranya tentang
profil Ibn Taymiyyah, pendapat Ibn Taymiyyah tentang hukum talak bidah, dalil
yang digunakan oleh Ibn Taymiyyah dalam menetapkan hukum talak bidah, serta
alasan dan metode istinbat hukum yang ia pakai dalam menetapkan hukum talak

bidah.
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Bab keempat merupakan penutup. Dalam bab terakhir ini akan
dirumuskan beberapa kesimpulan dan rujukan saran-saran dengan harapan dapat

bermamfaat bagi semua pihak.



BAB Il

TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK
DAN PENJELASAN BIDAH

2.1. Pengertian Talak dan Bidah
2.1.1. Pengertian Talak

Secara etimologi, kata talak berasal dari bahasa Arab, akar kata dari
atlaga-yurliqu-iziag (&%) - Gl - Gik)) . Perubahan kata talak kemudian menjadi
al-iflag, dengan huruf lam dipanjangkan, artinya pelepasan, melepaskan,
meninggalkan.* Kata itlag juga bisa berarti mengurai tali pengikat, membiarkan,
melepas ikatan atau membiarkan dan melepaskan.? Makna talak secara bahasa
menunjukkan atas apa-apa yang dilepaskan, namun dalam kaitan dengan
pernikahan, maka talak diartikan untuk melepaskan tali pernikahan. hal ini seperti
disebutkan oleh Tihami, bahwa kata talak menurut bahasa mengandung makna
lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.®

Kata talak sendiri telah diserap dalam Bahasa Indonesia, dimaknai sebagai
perceraian antara suami dan isteri, lepasnya ikatan perkawinan, atau sudah
berpisah antara suami dan isteri.* Dalam makna bahasa Indonesia, kata talak
secara langsung diarahkan pada perceraian suami isteri, mengingat kata talak

hanya dimaksudkan untuk perceraian dari hubungan pernikahan.

!Lihat Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT Wadzurya, 1989), him. 260.

2|bn Katsir, Taisirul ‘Allami Syarhu ‘Umdatil Ahkam, Fikih Hadits Bukhari Muslim, (ter:
Umar Mujtahid), (Jakarta: Ummul Qura, 2013), him. 522: Sayyid Sabiq, Fikih Sunah, (terj: Nur
Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), him. 135.

®H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, cet.
3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), him. 229.

*Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix,
2009), him. 501.
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Secara terminologi, ditemukan banyak rumusan terpencar dalam berbagai
literatur fikih munakahat secara umum, atau fikih perceraian secara khusus.
Menurut al-Jaziri, seperti dikutip oleh Tihami, talak yaitu, menghilangkan ikatan
perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata
tertentu. Masih dalam kutipan yang sama, Abu Zakaria Anshari menyebutkan
bahwa talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya.’

Dua pengertian tersebut di atas tampak sama seperti yang dikemukakan
oleh Wahbah al-Zuhaili, yaitu talak merupakan melepaskan ikatan perkawinan
dengan menggunakan lafal-lafal talak dan sejenisnya, atau mengangkat ikatan
pernikahan secara langsung dengan lafal yang dikhususkan.® Azzam dan Hawwas
juga menyebutkan pengertian yang sama, di mana talak berarti melepas tali nikah
dengan lafal talak atau sejenisnya.” Rumusan ini tampak sama seperti rumusan
sebelumnya. Intinya yaitu talak itu sebagai institusi yang digunakan suami untuk
memutuskan hubungan tali pernikahan dengan lafal tertentu seperti talak. Selain
kata talak, misalnya dengan menggunakan kata firaq, dalam bahasa Indonesia
misalnya suami menyebutkan dengan kalimat ‘“saya lepaskan kamu untuk
selamanya”, “kita berpisah dan saya tidak bertanggung jawab lagi atas kamu”, dan

kalimat lain yang semakna dengan talak, serta memberi maksud untuk talak.

°H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Minahakat..., him. 230.

®Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islamt wa Adillatuhu, ed. In, Pernikahan Talak, Khuluk,
Mengila’ \steri, Li’an, Zuhar dan Masa Iddah, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani), jilid 9, (Jakarta:
Gema Insani, 2011), him. 318.

"Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, al-Usrah wa
Ahkamuha fi al-Tasyri’ al-Islami, ed. In, Figh Munakahat, (terj: Abdul Majid Khon), cet. 2,
(Jakarta: Snar Grafika, 2011), him. 255.
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Dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya Pasal 117 disebutkan:® “Talak
adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu
sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129,
130, dan 131.° Istilah talak dalam sistem peraturan perundang-undangan
Indonesia pada dasarnya didahului dengan kata cerai yaitu “cerai talak”, artinya
cerai yang diajukan oleh pihak suami yang petitumnya memohon untuk diizinkan
menjatuhkan talak terhadap isterinya.'

Berangkat dari pengertian bahasa dan istilah di atas, maka dapat dipahami
talak sebagai satu peristiwa hukum yang tujuannya agar tali pernikahan terputus.
Pihak yang memutuskan pernikahan dengan jalan talak yaitu pihak suami, dengan
menggunakan kata-kata talak, atau kata lainnya yang memiliki makna dan maksud

yang sama, yaitu perceraian.

8Citra Umbara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Cet. V, Bandung: Citra Umbara, 2014), him. 358.

%Ketiga Pasal tersebut adalah: Pasal 129: “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak
kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama
yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang
untuk keperluan itu”. Pasal 130: “Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak
permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan
kasasi”. Pasal 131 Ayat (1): “Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan
dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemchon
dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud
menjatuhkan talak”. Ayat (2): “Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah
pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin
lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin
bagi suami untuk mengikrarkan talak”. Ayat (3): “Setelah keputusannya mempunyai kekuatan
hukum tetap suami mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri
atau kuasanya”. Ayat (4): “Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan
terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan
hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang
tetap utuh”. Ayat (5): “Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat
penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas
suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat
Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga
masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan
Agama”.

\ahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
Agama, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), him. 147-149.
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2.1.2. Pengertian Bidah

Istilah bidah juga berasal dari bahasa Arab. Kata ini telah diserap dalam
Bahasa Indonesia, yang diberi arti sebagai perbuatan yang dikerjakan tidak
menurut contoh yang sudah ditetapkan, termasuk menambah atau mengurangi
ketetapan. Kemudian bidah juga berarti pembaruan ajaran Islam tanpa
berpedoman pada Alquran dan hadis. Lebih sederhana lagi, kata bidah berarti
kebohongan atau dusta.™

Dilihat dari sudut Bahasa Arab, kata bidah berasal dari kata al-bida’
dengan derefasi kata bada’a-yubdi’'u-id’ah (=2 - g - g) yang berarti
menciptakan, membuat, menjadikan atau menemukan sesuatu tanpa contoh
sebelumnya. Seperti firman Allah surat al-Ahgaf ayat 9:
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Artinya: “Katakanlah: “Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-rasul
dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan
tidak (pula) terhadapmu. aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang
diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi
peringatan yang menjelaskan”. (QS. Al-Ahgaf: 9).

Potongan ayat: “bid ‘an min al-rusul” di atas menunjukkan bahwa Risalah
para Rasul bukanlah hal yang baru dan bukanlah yang pertama membawa risalah
dari Allah swt kepada manusia, akan tetapi telah ada para Rasul sebelumnya yang
membawa misi yang sama.'? Maksudnya, istilah bidah yang tertulis dalam ayat

tersebut menunjukkan hal yang baru, namun para Rasul dalam membawa risalah

YTim Pustaka Phoenix, Kamus Besar..., him. 23.

1293lih bin Fauzan al-Fauzan, al-Bidah: 7a rifuha, A,wa’uha, Ahkamuha, ed. In, Bidah:
Pengertian, Macam dan Hukumnya, (terj: Zezen Zainal), (Jakarta: Islamic Cultural Center, tt),
him. 3.
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bukanlah hal yang baru, melainkan risalah tersebut telah ada dibawa oleh Rasul-
Rasul sebelumnya.

Menurut Imam al-Syatibi, kata bidah secara bahasa mengandung makna
umum, Yyaitu segala sesuatu yang baru. Beliau menyebutkan dalam makna bahasa
untuk semua perkara yang baru dinamakan dengan bidah, mengeluarkannya untuk
dijadikan tingkah laku perbuatan yang bersandar pada perkara baru tersebut
dinamakan bidah, dan bentuk dari perbuatan tersebut dinamakan bidah, bahkan
keilmuan yang dibentuk dari teori dinamakan dengan bidah. Jadi, semua perkara
yang tidak ada dalil syar7-nya dinamakan dengan bidah.”®* Demikian juga
menurut Imam an-Nawawi, dikutip dalam Abdul Somad, bahwa para ahli bahasa
memakna bidah adalah semua perbuatan yang dilakukan, tidak pernah ada contoh
sebelumnya.'* Makna bahasa menurut Tmam al-Syatibi dan Imam al-Nawawi
tersebut tampak merangkup umum, yaitu untuk semua hal yang baru. Dari makna
bahasa yang disebutkan Imam al-Syatibt bisa meliputi perbuatan yang baru, jenis
produk barang yang baru, bahkan teori yang baru juga masuk dalam makna
bahasa dari kata bidah. Sementara rumusan Imam Nawawi tersebut hanya
dikhususkan pada perbuatan saja.

Adapun secara istilah, terdapat banyak rumusan. Di sini, disebutkan tiga
definisi sebagaimana dikutip dalam buku Abdul Somad: “37 Masalah Populer”,
yaitu pendapat Imam al-Syatibi, Imam al-‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam dan al-

Hafiz Ibn Hajar al- Asqalant.

BAbu Ishaq Ibrahim bin Misa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi al-Gharnati, al-
I'tisham: Buku Induk Pembahasan Bidah dan Sunnah, (terj: Shalahuddin Subki, dkk), (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2006), him. 3.

“Abdul Somad, 37 Masalah Populer, (tanpa penerbit dan tahun), him. 30.
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1. Menurut Imam al-Syatibi:
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Artinya: “Suatu cara/kebiasaan dalam agama Islam, cara yang dibuat-buat,
menandingi syariat Islam, tujuan melakukannya adalah sikap berlebihan
dalam beribadah kepada Allah Swt.™

2. Menurut Imam al-‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam:
b o ° 0 ~ oo A _o of _ o.:‘;/°°
Wﬁw“‘&”é’”%ﬁg;@’é%é U e el

Artinya: “Bidah adalah perkara yang tidak pernah dilakukan pada masa
Rasulullah saw.

3. Menurut al-Hafiz Ibn Hajar al-* Asqalani:
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Artinya: “Segala sesuatu yang dibuat-buat tanpa ada contoh sebelumnya disebut
bidah, apakah itu terpuji ataupun tercela.

Berdasarkan rumusan di atas, dapat dipahami bahwa secara istilah kata
bidah hanya diarahkan pada satu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang
dianggap ibadah, namun tidak ada petunjuk dalilnya, baik dari Alquran maupun
hadis Rasulullah. Dalam hal ini, sesuai dengan pendapat Imam al-Syatibi yang
membatasi makna bidah adalah semua tata cara yang dibuat-buat, yang
menyerupai syariat. Namun, kata bidah juga berarti meninggalkan sesuatu yang

diperintahkan oleh agama (bidah tarkiyyah).'®

> Abdul Somad, 37 Masalah Populer, (tanpa penerbit dan tahun), him. 30.
¥ Abu Ishaq Ibrahim bin Misa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi al-Gharnati, al-
I'tisham..., him. 11-16.
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Selain itu, bisa dikatakan bahwa bidah itu berkaitan dengan suatu cara
perbuatan atau perkataan yang dipandang sebagai ibadah, namun tidak ada dalil
yang menjelaskannya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Salih bin Fauzan al-
Fauzan, bahwa penemuan, dan tata cara perbuatan di bidang ibadah, hukumnya
adalah haram, karena hukum asal dalam ibadah adalah raugqifi (harus berlandaskan
dalil).t’

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bidah
secara bahasa bermakna umum, yaitu semua perkara baru yang belum ada
dijelaskan dalam dalil syarak. Namun, secara istilah, kata bidah lebih dikhususkan
pada suatu perbuatan, tingkah laku, ataupun perkataan yang dipandang dan
diyakini sebagai ibadah, namun tidak ada dalil rujukannya. Sebaliknya, siapa saja

yang meninggalkan ajaran agama juga masih dalam pengertian bidah.

2.2. Dasar Hukum Talak dan Urgensinya dalam Islam
2.2.1. Dasar Hukum Talak

Perlu ditegaskan bahwa perkawinan bisa saja putus melalui jalan apapun,
salah satunya dengan talak. Hal ini karena pernikahan sendiri ada satu kontrak
atau ikatan, sementara ikatan itu bisa saja putus, sehingga putusnya pernikahan
dengan cerai talak bersifat wajar demi kebutuhan.'® Di sini, talak pada dasarnya

tidak dibenarkan ketika tidak ada alasan untuk talak. Dalam salah satu hadis,

Salih bin Fauzan al-Fauzan, al-Bidah..., him. 4.

8 Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Cet. 1V, Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2012), him. 206.
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justru disebutkan talak merupakan perbuatan yang halal, namun sangat dibenci

oleh Allah.
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Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Katsir bin ‘Ubaid, telah menceritakan
kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu’arrif bin Washil dari
Muharib bin Ditsar dari Ibn Abbas dari Nabi shallallahu ‘alaihi
wasallam beliau bersabda: “Perkara halal yang paling Allah benci

adalah perceraian”. (HR. Abu Dawud).
Hadis tersebut memberi makna bahwa talak halal dan dibolehkan dalam
Islam, namun dibenci oleh Allah ketika tidak ada alasan yang mengharuskan
suami menjatuhkan talak. Ketika ada alasan yang kuat, seperti suami memandang
hubungan suami isteri tidak bisa lagi dibina secara baik, keretakan rumah tangga
semakin kuat dan memunculkan mudarat yang besar, maka talak disyariatkan.

Dasar hukum pensyariatan talak dapat dilihat dalam beberapa ayat Alquran dan

hadis. Di antaranya dalam surat al-Talaq ayat 1:

Y Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy’as al-Sajastani, Sunan Abi Dawud, (Riyadh: Bait al-
Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, tt), him. 570: Katsir bin ‘Ubaid bin Numair merupakan kalangan
tabi'ul atba' kalangan tua yang hidup di negeri Syam wafat tahun 250 H. Hadis tersebut menurut
Ibn Hajar al-Asqalani bahwa periwayatn hadis tersebut bernilai tsigah.
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Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah
kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya
(yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada
Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka
dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan
perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka
sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu
tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal
yang baru”. (QS. Al-Talaq: 1).

Selain ayat di atas, juga dimuat dalam surat al-Bagarah ayat 229:
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Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan
cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal
bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan
kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat
menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa
keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah,
maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh
isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka
janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-
hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Bagarah:
229).

Dua ayat di atas menunjukkan bahwa eksistensi talak memang ada dalam
hukum pernikahan Islam. talak boleh dijatuhkan, yaitu pada saat isteri dapat

20

menjalankan idah secara wajar.”” Misalnya, menceraikan isteri tidak dalam

keadaan haid dan tidak digauli sebelum talak diucapkan. Pada surat kedua lebih

YAbii Bakr Jabir al-Jazairi, Minhdj al-Muslim, ed. In, Minhajul Muslim; Pedoman Hidup
Harian Seorang Muslim, (terj: Ikhwanuddin Abdullah dan Taufig Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta:
Ummul Qura, 2016), him. 841.
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rinci lagi, yaitu suami mempunyai hak talak itu ada dua kali. Artinya, suami
menalak isteri yang masih dapat merujuk isteri dua kali. Setelah talak kedua maka
berlaku talak tiga yang menimbulkan keharaman mengadakan akad nikah antara
keduanya.

Sementara itu, landasan hukum talak dalam hadis juga sangat banyak,
salah satunya hadis riwayat dari Ibn Umar ra, sebelumnya, yaitu talak itu halal
meskipun dibenci oleh Allah. Kemudian hadis riwayat dari Salim bin Abdillah,

yaitu sebagai berikut:
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Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih, telah menceritakan
kepada kami ‘Anbasah, telah menceritakan kepada kami Yunus dari Ibn
Syihab, telah mengabarkan kepadaku Salim bin Abdullah, dari ayahnya,
bahwa ia telah menceraikan isterinya yang sedang hamil, kemudian
Umar menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah saw. Kemudian
Rasulullah saw marah dan berkata: “Perintahkan dia agar kembali
kepadanya dan menahannya hingga suci, kemudian haid, kemudian
suci, kemudian apabila ia berkehendak maka boleh ia menceraikannya
dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya. Maka itulah perceraian
pada 'idahnya, sebagaimana yang diperintahkan Allah 'azza wajalla”.
(HR. Abu Dawud).

2! AbT Dawud Sulaiman bin al-Asy’a$ al-Sajastani, Sunan Abi Dawud, (Riyadh: Bait al-
Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, tt), him. 570: Redaksi hadis lainnya yang juga mirip dengan hadis di
atas juga dapat dilihat dalam Ibn Katsir, Taisirul ‘Allami Syarhu ‘Umdatil Ahkam, ed. In, Fikih
Hadits Bukhari Muslim, (Jakarta: Griya Ilmu, 2011), him. 921.
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Hadis di atas erat kaitannya dengan ketentuan surat al-Talaq ayat 1
sebelumnya, di mana isteri harus diceraikan ketika isteri dapat melaksanakan
kewajiban idah secara wajar, yaitu menahan isteri hingga ia mengalami suci dan
tidak haid. Kedaan suci itulah suami dapat menceraikan isterinya. Demikian lah

dalil-dalil yang menyebutkan bolehnya talak dalam Islam.

2.2.2. Urgensi Talak dalam Islam

Talak dalam Islam merupakan hak suami, sebagaimana suami juga berhak
merujuknya.”> Sementara isteri memiliki hak untuk menggugat cerai suaminya
melalui jalan khulii’® Perceraian dengan jalan talak dalam Islam adalah sesuatu
yang dibenarkan, apabila terdapat kebutuhan untuk itu. Misalnya kedua belah
pihak sudah tidak bisa lagi hidup rukun dalam rumah tangga, mengalami
kesulitan, ketidaknyamanan dan tidak dapat menegakkan ketentuan Allah. Namun
haruslah ditempuh dengan cara yang baik, yang bermartabat, dengan
mengedepankan maslahat bagi kedua belah pihak suami-isteri.*

Dilihat dari sisi urgensinya dalam Islam, talak merupakan satu langkah
bagi suami untuk mengurangi kemudaratan rumah tangganya. Dimungkinkan
bahwa hubungan suami isteri yang retak, tidak ada komunikasi yang baik, akan

mengakibatkan mudarat yang berkelanjutan bagi kedua pasangan. Untuk itu, talak

ZIpn Qayyim al-Jauziyyah, Muskhtasar Zad al-Ma’ad, (peringkas: Muhammad bin
Abdul Wahhab al-Tamimi) ed. In, Zadul Ma’ad; Bekal Perjalanan ke Akhirat, (terj: Kathur
Suhardi), cet. 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), him. 399.

ZKhulu’ merupakan perceraian atas permintaan isteri dan wajib baginya membayar iwadh
atau tebusan. Khulu’ sebagai imbangan hak talak yang diberikuan kepada suami. Lihat dalam A.
Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA,
2010), him. 137.

2Agustin - Hanafi, Perceraian dalam Perspektif Figh dan Perundang-Undangan
Indonesia, (Lembaga Naskah Aceh, 2013), him. 203.
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menjadi langkah dalam menyelesaikan perkara tersebut. Ahmad al-Musayyar
menyebutkan, perkawinan merupakan syariat berupa hubungan yang kuat dan suci
diwarnai dengan kasih dan sayang, serta komunikasi yang baik, tentu untuk
mempertahankannya sangatlah susah dan berat. Sedangkan perceraian, merupakan
salah satu syariat, dan sebagai imbangan bahwa suatu hubungan tidak lagi
diwarnai dengan kasih sayang, untuk itu dapat diakhiri dengan perceraian.”®
Dengan keadaan suami isteri yang tidak lagi harmonis, maka alternatif talak bisa
digunakan suami.

Talak dalam Islam dibenarkan lantaran antara keduanya tidak lagi
sepaham, tidak menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan, sehingga membuat
hubungan keduanya tidak lagi kokoh. Dasar ini pulalah menjadi alasan logis
perceraian dibolehkan dalam agama, karena hubungan perkawinan yang retak,
dapat diakhiri melalui jalan alternatif terakhir, yaitu melalui perceraian.

Pensyaritan talak dalam Islam tentu memiliki tujuan dan hikmah yang
cukup besar. Amir Syarifuddin menyebutkan paling tidak ada dua hikmah
disyariatkannya talak, yaitu untuk menolak terjadinya mudarat lebih jauh,
karena tidak terciptanya suasana yang sesuai dengan tujuan dasar pelaksanaan
pernikahan, kemudian hanya untuk tujuan kemaslahatan, yakni dar’ul mafasid.?®

Dalam kitab: “Hikmah al-Tasyri’ wa Falsafatuh” al-Jurjawi menyatakan bahwa

#gayyid Ahmad al-Musayyar, Akhlaq al-Usrah al-Muslimah Buhiis wa Fatawa, ed. In,
Fikih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga, (terj: Habiburrahim), cet. 12, (Jakarta:
Erlangga, 2008), him. 317.

2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Figh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), him. 270.
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dihalalkan dan disyariatkannya talak tidak lain hanya untuk kebaikan bersama
bagi pihak isteri dan suami dalam urusan rumah tangga mereka.”’

Dengan demikian, pemberlakukan hukum talak dalam Islam sangat urgen
sekali. Satu pasangan nikah tidak akan pernah mengetahui jalan hidup keduanya.
Kebahagiaan awal yang dirasakan satu pasangan suami isteri bisa saja punah,
tenggelam akibat satu hal yang sepele, namun berakibat pada dampak yang cukup
besar. Untuk itu, Islam memberikan hak bagi seorang suami untuk memutuskan

tali hubungan nikah itu dengan cara talak.

2.3. Prosedur Talak menurut Hukum Positif

Prosedur talak menurut hukum positif di sini hanya dibatasi dalam empat
aturan saja, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Undang-Undang Perkawinan), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (Peraturan Pemerintah tentang Perkawinan), Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Undang-
Undang Pengadilan Agama), serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hukum positif di Indonesia mewajibkan talak dilakukan di depan sidang

pengadilan. Artinya, talak di luar pengadilan tidak dipandang ada dan tidak

?TAli Ahmad al-Jurjawi, Hikmah al-Tasyri’ wa Falsafatuh, ed. In, Hikmah Disyariatkan
Hukum Islam, (t.pj), (Jakarta: Gema Insane Press, 2006), him 57.
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berlaku selama cerai talak tidak dimohonkan kepada hakim melalui prosedur
hukum positif. Kewajiban talak di depan sidang pengadilan ini dapat dilihat dalam
Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan: “Perceraian hanya dapat dilakukan
di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan
tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.?® Kemudian Pasal 65 Undang-
Undang Pengadilan Agama: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang
Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak”. Kemudian Pasal 115 KHI: “Perceraian hanya
dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama
tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.?

Tiga ketentuan di atas menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan di
sidang pengadilan. Ini berarti talak wajib melalui prosedur pengadilan. Abdul
Manan menyebutkan, syarat talak harus dilakukan di pengadilan adalah untuk
menertibkan proses perceraian pada masyarakat Indonesia, selain itu untuk
melindungi hak-hak pihak suami dan isteri setelah terjadi perceraian, berikut
dengan menetapkan kewajiban bagi keduanya.™® Demikian juga menurut Satria
Effendi, bahwa kewajiban bagi suami yang ingin menalak isteri melalui prosedur

pengadilan merupakan bagian dari aturan ulil amri untuk menciptakan tertib

“Citra Umbara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Cet. V, Bandung: Citra Umbara, 2014), him. 38.

#Citra Umbara, Undang-Undang..., him. 188.

®Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia, cet. 2, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2008), him. 75.
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hukum di kalangan masyarakat, dan untuk menghindari kesewenangan suami
dalam menjatuhkan talak kepada isteri.®*

Talak melalui pengadilan harus memenuhi prosedur tertentu. Secara
umum, prosedur talak di pengadilan telah diatur dalam Pasal 66 s/d Pasal 72
Undang-Undang Pengadilan Agama sebagai berikut:

“Avyat (1): “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan
isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan
sidang guna menyaksikan ikrar talak”. Ayat (2): ‘“Permohonan
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan
yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali
apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang
ditentukan bersama tanpa izin pemohon”. Ayat (3): “Dalam hal termohon
bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada
Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon”.
Ayat (4): “Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar
negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah
hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada
Pengadilan Agama Jakarta Pusat”. Ayat (5): “Permohonan soal
penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami
isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak
ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”. (Pasal 66).

“Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas memuat:
a. nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan
termohon, yaitu isteri; b. alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak”.
(Pasal 67).

“Ayat (1): “Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan olen Majelis
Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat
permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan”. Ayat (2):
“Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup”.
(Pasal 68).

“Dalam pemeriksaan perkara cerai talak ini berlaku ketentuan-ketentuan
Pasal 79, Pasal 80 ayat (2), Pasal 82, dan Pasal 83”. (Pasal 69).

“Ayat (1): “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak
tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka

%5atria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2004), him. 33-34.
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Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan”. Ayat
(2): “Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1),
isteri dapat mengajukan banding”. Ayat (3): “Setelah penetapan tersebut
memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang
penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya
untuk menghadiri sidang tersebut”. Ayat (4): “Dalam sidang itu suami atau
wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk
mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri
atau kuasanya”. Ayat (5): “Jika isteri telah mendapat panggilan secara sah
atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim
wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa
hadirnya isteri atau wakilnya”. Ayat (6): “Jika suami dalam tenggang
waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak,
tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun
telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan
penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan
alasan yang sama”. (Pasal 70).

“Ayat (1): “Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang
ikrar talak”. Ayat (2): “Hakim membuat penetapan yang isinya
menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan
penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi”. (Pasal
71).

“Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku
ketentuan-ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4), serta Pasal 85”. (Pasal 72).

Berdasarkan butir-butir pasal di atas, dapat diketahui bahwa permohonan
talak yang diajukan pihak suami berupa surat permohonan, yang berisi identitas
para pihak, kemudian dalil-dalil yang menjadi sebab terjadinya talak atau sering
juga disebut dengan posita. Kemudian di bagian akhir disebutkan tentang tuntutan

pemohon yang intinya ingin menceraikan isteri. Adapun contoh surat permohonan

cerai talak dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Perihal : Cerai Talak Ciamis, 22 Oktober 2015

Kepada
Yth, Bapak Ketua Pengadilan Agama......
di

Assalamu’alaikum wr.wb
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Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Umur
Pendidikan
Agama
Pekerjaan
Tempat tinggal

Selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON
Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap isteri bernama :

Nama

Umur
Pendidikan
Agama
Pekerjaan
Tempat tinggal

Selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON

Tentang Duduk Perkaranya
1

2.
3.
4,

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Agama ........ yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk
memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (........... bin......... ) untuk mengucapkan Ikrar Talak 1
(satu) Raj’i terhadap Termohon (............. binti............ ) dihadapan sidang Pengadilan
Agama..........

3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang
seadil adilnya (Ex aquo et bono).

Wassalamu ’alaikum Wr. Wb
Pemohon

Hal terpenting dalam proses cerai talak di pengadilan adalah penyebab
atau alasan suami yang ingin bercerai harus ada. Hal ini seperti dimuat pada Pasal
67 di atas, bahwa surat permohonan harus alasan-alasan yang menjadi dasar cerai

talak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
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Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa

antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Adapun alasan-

alasan yang dibenarkan untuk bercerai, yaitu:

a.

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan
lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di
luar kemampuannya.

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

membahayakan pihak lain.

. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga.

. Suami melanggar taklik talak.

. Peralihan agama atau murtad dan menyebabkan terjadinya ketidakrukunan

dalam rumah tangga.

Dalam hal alasan cerai talak ini, diatur dalam Pasal 19 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 KHI.

Setelah terpenuhi semua persyaratan oleh pihak suami, maka hakim di Pengadilan
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Agama/Mahkamah Syar’iyyah dapat memutus apakah permohohan cerai talak

tersebut beralasan atau tidak. Mahkamah Agung telah menetapkan keseragaman

bunyi putusan dalam perkara cerai talak sebagai berikut:*

1. Memberi izin kepada Pemohon (nama...bin...) untuk menjatuhkan talak satu
raj’i terhadap termohon (nama...binti...) di depan sidang Pengadilan Agama....

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama.../Mahkamah Syar’iyah...untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah
kantor Urusan Agama Kecamatan...(tempat perkawinan dan tempat tinggal
pemohon dan termohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Perlu digarisbawahi bahwa suami yang murtad (keluar dari agama Islam)
yang mengajukan perceraian harus berbentuk gugatan. Amar putusannya bukan
memberikan izin kepada suami untuk mengikrarkan talak, akan tetapi talak
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam bentuk putusan.®
Jadi, dalam kasus ini sering disebut dengan fasakh, yaitu pemutusan tali
perkawinan oleh Pengadilan Agama dengan alasan dan sebab tertentu.

Berangkat dari uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa prosedur pengajuan
permohonan dan proses pemeriksaan cerai talak memedomani Pasal 66 s/d 72
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 14-36 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

*2Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan..., him. 149.
*Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan..., him. 148.
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2.4. Bentuk-Bentuk Talak Bidah

Mengawali sub bahasan ini, penting untuk diketahui berbagai jenis talak
dalam Islam. Secara umum, talak dapat dikelompokkan pada dua bentuk, yaitu
talak dilihat dari sisi boleh tidaknya suami merujuk isteri, dan dilihat dari sesuai
tidaknya penjatuhan talak dengan ketentuan syari’ah.

Dari sisi pertama, talak juga menjadi dua bentuk, yaitu talak raj’i yang
masih membenarkan suami untuk rujuk kembali dengan isteri tanpa ada akad dan
mahar yang baru,® serta talak ba’in di mana suami tidak lagi berhak merujuk
isteri kecuali dengan akad dan mahar yang baru.*® Jadi, dapat dipahami bahwa
talak ba’in itu adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap isteri, di mana kondisi
talak ini tidak memungkinkan lagi suami untuk merujuk isterinya. Sebaliknya,
talak raj i masih memungkinkan suami rujuk kepada isteri.

Talak ba’in bisa dalam bentuk ba’in kubra, yaitu talak ba’in yang
menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap isteri tetapi tidak menghilangkan
kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isteri.*® Dalam kondisi
ini, bekas suami sama sekali tidak diperkenankan lagi mengikat tali perkawinan

sebelum bekas isteri menikah dengan laki-laki lain, dan telah melakukan

#Talak raj’i merupakan talak satu atau dua yang dijatuhkan suami pada isteri yang telah
digauli tanpa ganti rugi. Dalam keadaan ini suami berhak rujuk dengan isterinya tanpa akad dan
mahar baru selama rujuk itu dilakukan dalam masa iddah. Abd. Aziz Dahlan, Eksiklopedi Hukum
Islam, cet. 2, jili3, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), him. 1784. Dimuat juga dalam Sayyid
Sabiq, Fighus Sunnah..., him. 460.

*Talak ba'in merupakan talak yang tidak memungkinkan suami kembali kepada isterinya
kecuali dengan akad pernikahan yang baru. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di
Indoensia; Antara Figih Munakahat sampai Undang-Undang Perkawinan, cet. 3, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2011), him. 220.

%\Wahbah Zzuhaili, al-Figh al-Zsiami..., him. 385: Lihat juga dalam buku Abdul Majid
Mahmud Mathlub, Al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah, ed. In, Panduan Hukum Keluarga
Sakinah, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotiib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), him. 408.
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hubungan jimak serta kembali bercerai.*” Adapun dalil tentang talak 5a’in kubra

termuat dalam surat Al-Bagarah ayat 230:

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua),
Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan
suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain. (QS.Al-Bagarah:
230).

Dalam peraturan peundang-undangan, regulasi tentang jenis talak pertama
dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 118 menyebutkan talak »aj i adalah
talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa
idah. Pasal 119 menyatakan talak ha 'in adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi
boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam idah, dan Pasal
120 menyatakan talak ba’in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya.
Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali
apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain
dan kemudian terjadi perceraian ba da al-dukhul dan habis masa idahnya.

Dilihat dari sisi sesuai tidaknya penjatuhan talak yang dilakukan suami
dengan ketentuan hukum Islam, juga dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu talak
sunnah (ada juga menyebutkannya dengan talak sunni) dan talak bidah (atau talak
bid’i). Talak sunnah merupakan talak yang sesuai dengan perintah Allah Swt dan

Rasululllah saw, seperti yang telah ditetapkan dalam Alquran dan hadis, yaitu

¥ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, Al-Usrah wa
Ahkamuha fi at-Tasri’ al-Islami, ed. In, Figh Munakahat, (terj; Abdul Majid Khon), cet. 2,
(Jakarta: Amzah, 2011), him. 297.
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talak yang dilakukan ketika isteri dalam keadaan suci yang belum disetubuhi dan
kemudian dibiarkan sampai ia selesai menjalani idah.*® Dikatakan sunnah karena
diizinkan oleh Allah, dan bidah karena dilarang oleh syariat.*

Ketentuan talak sunnah mengacu pada anjuran talak dalam surat al-Talaq
ayat 1 dan hadis riwayat dari Salim bin Abdillah seperti telah dikutip sebelumnya.

Selain itu, mengacu pada hadis dari Ibn Syihab, yaitu sebagai berikut:

e
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Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih, telah menceritakan
kepada kami 'Anbasah, telah menceritakan kepada kami Yunus dari 1bn
Syihab, telah mengabarkan kepadaku Salim bin Abdullah, dari ayahnya,
bahwa ia telah menceraikan isterinya yang sedang hamil, kemudian
Umar menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam. Kemudian Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam marah dan
berkata; perintahkan dia agar kembali kepadanya dan menahannya
hingga suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian apabila ia
berkehendak maka boleh ia menceraikannya dalam keadaan suci
sebelum ia menggaulinya. Maka itulah perceraian pada ‘idahnya,
sebagaimana yang diperintahkan Allah 'azza wajalla”. (HR. Baihaqi).40

*83yaikh Hasan Ayyub, Figh al-Usrah al-Muslimah, ed. In, Fikih Keluarga, (terj: Abdul
Ghofar, EM), cet. 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), him. 252.

#¥\Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Zslami..., him. 373: Dimuat juga dalam Abu Bakar Jabir al-
Jazairi, Minhajul Muslim..., him. 839.

“OAl-Baihaqi, Sunan Al-Kubra, juz 6, (Bairut: Dar al-Kutub, tt), him. 450.
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Hadis di atas mengandung penjelasan bahwa suami yang hendak
menceraikan isteri harus melihat isteri dalam keadaan suci dan belum digauli.
Sebaliknya, jika suami tetap melakukan, maka talaknya masuk dalam kategori
bidah, yaitu talak yang tidak dilakukan menurut ketentuan syari’ah. Secara
terminologi, talak bidah merupakan kebalikan dari talak sunnah, yaitu talak di
mana seorang suami menceraikan isterinya dalam keadaan haid atau dalam
keadaan suci tetapi ia (suami) telah mencampuri sebelumnya.*

Khusus mengenai talak bidah, juga mempunyai beragam bentuk, hal ini
meliputi semua bentuk talak yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan hukum
Islam. Talak bidah merupakan talak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang
tidak tepat. Maksudnya talak yang dijatuhkan pada waktu yang tidak tepat adalah
talak yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu isteri tersebut haid atau talak
yang dijatuhkan terhadap isteri yang telah dicampuri pada waktu ia bersih, dan
talak yang dijatuhkan pada jumlah yang tidak tepat adalah talak yang diucapkan
dua atau tiga kali pada waktu yang bersamaan, ucapan talak tiga diucapkan
sekaligus.

Terhadap semua jenis di atas ulama sampai pada satu kesepakatan tentang
haramnya talak yang dijatuhkan suami. Namun, para ulama tidak sampai pada
satu kesepakatan mengenai stastusnya, apakah talaknya jatuh atau tidak. Dalam
hal ini, beberapa ulama berbeda pendapat tentang jatuhnya talak. Secara umum,

peta pendapat ulama dalam masalah ini ada tiga, yaitu:

*Syaikh Hasan Ayyub, Figh al-Usrah..., him. 254. Lihat Juga dalam Amir Syarifuddin,
Hukum Perkawinan..., him. 218.
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1. Kelompok yang menyatakan talaknya tetap jatuh, pendapat ini dipegang oleh
jumhur ulama mazhab, yaitu Abi Hanifah, Imam al-Syafi'7, Imam Malik dan
Imam Ahmad ibn Hanbal.

2. Kelompok yang menyatakan talaknya tidak jatuh sama sekali untuk talak
dalam keadaan haid, dan jatuh satu kali untuk talak tiga sekaligus. Pendapat ini
dipegang oleh Ibn Taimiyah dan lbn Qayyim.

3. Kelompok yang menyatakan talak bidah sama sekali tidak jatuh, baik talak
dalam keadaan haid maupun talak tiga sekaligus. Pendapat ini dipegang oleh
kalangan Syi’ah Imamiyah.**

Selain bentuk-bentuk talak di atas, ada juga talak yang bukan talak bidah,
juga bukan talak sunnah. Amir Syarifuddin menyebutkan talak dalam kategori ini
seperti talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang hamil, talak dalam
keadaan marah, mabuk dan bercanda.*®

Berangkat dari uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa bentuk-bentuk talak
bidah hanya ada dua, yaitu dilihat dari sisi penjatuhan talak dan jumlahnya. Talak
bidah diharamkan dalam Islam mengingat suami tidak memperhatikan secara
benar petunjuk talak dalam Islam. Meskipun keharamannya disepakati ulama,
namun statusnya masih berbeda seperti tiga pendapat tersebut di atas. Selanjutnya,
pembahasan ini akan diarahkan pada pendapat Ibn Taimiyah sebagai objek kajian

penelitian.

2Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan..., him. 225: dimuat juga dalam buku
Muhammad Jawad Mughniyyah, al-Figh ‘ala al-Mazahib al-Khamsah, ed. In, Fikih Lima
Mazhab: Ja fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali, (t.pj), cet. 18, (Jakarta: Lentera, 2001), him.
304.

“Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan..., him. 225.



BAB IlI

PEMIKIRAN IBN TAIMIYAH TENTANG KEDUDUKAN HUKUM
TALAK BIDAH

3.1. Profil Ibn Taimiyah

Ulama yang menjadi rujukan utama bagi kaum salafi adalah Syekh al-
Islam Ibn Taimiyah. Nama lengkapnya Syeikh al-Islam Tagiyuddin Abu al-
Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Abi al-Qasim
al-Khidhr bin Muhammad bin al-Khidhr bin Ali bin Abdullah bin Taimiyah al-
Harrani al-Dimasyqi al-Hanbali." Nama Taimiyah dinisbatkan kepadanya karena
moyangnya yang bernama Muhammad bin al-Khadar melakukan perjalanan haji
melalui jalan Taima’. Sekembalinya dari haji, ia mendapati isterinya melahirkan
seorang anak wanita yang kemudian diberi nama Taimiyah. Sejak saat itu,
keturunannya dinamai Ibn Taimiyah sebagai peringatan perjalanan haji
moyangnya itu.

Beliau lahir di Harran 10 Rabiul Awal 661 H/1263 M dan wafat di penjara
Damaskus, 20 Zulkaidah 728 H/1328 M. Beliau berasal dari keluarga
cendikiawan dan ulama besar pada masa itu. Ayah dan kakeknya adalah ulama
besar dalam mazhab Hanbali dan kuat berpegang pada ajaran Salaf.® Beliau

dipandang sebagai ulama salaf yang zuhud. Sehingga, banyak orang yang

Ylbn Taimiyah, Fatawa al-Nisa’, (tahqig: Syaikh Muhammad Bayyumi), ed. In, Fatawa
al-Nisa’: Yang Hangat dan Sensasional dalam Figih Wanita, (terj: Sobichullah Abdul Mu’iz
Sahal), (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003), him. 7.

’Ardiansyah, “Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran Ibn Taimiyah dalam Paham
Salafi”. Jurnal Analytica Islamica, Vol. 11, No. 2, Juni 2013, him. 249- 251.

®Ardiansyah, “Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran lbn Taimiyah dalam Paham
Salafi”. Jurnal Analytica Islamica, Vol. I, No. 2, Juni 2013, him. 249- 251.
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mengambil pelajaran ilmu darinya, baik secara langsung maupun dari karya-
karyanya.

Ibn Taimiyah merupakan tokoh salaf yang ekstrim karena kurang
memberikan ruang gerak pada akal. la adalah murid yang muttaqi, wara’ dan
zuhud. la dikenal sebagai seorang muhaddis, mufassir (ahli tafsir Alquran
berdasarkan hadis), fagih, teolog, bahkan memiliki pengetahuan yang luas
tentang filsafat. Pada usia 10 tahun, Ibn Taimiyah telah hafal Alquran dan
menguasai Musnad Imam Ahmad. Selain itu, beliau juga telah pula menguasai
Kutub al-Sittah dan Mu’jam al-Thabrani. Beliau juga menguasai berbagai disiplin
keilmuan seperti Tafsir, Filsafat, Tasawuf, Tata Bahasa Arab, dan Khat.

Sebagai ulama besar, beliau menimba ilmu dari kalangan ulama tersohor,
seperti Al-Qasim bin Abu Bakar bin Al-Qasim bin Ghunaimah Al-Irbili, lbrahim
bin Ismail bin Ibrahim Ad-Darji Al-Qurasyi Al-Hanafi, dan Imam Ahmad bin
Hanbal (Salah satu imam empat Mazhab). Ibn Taimiyah adalah seorang ulama
besar penganut imam Hanbali yang ketat. Dalam sejarahnya, sangat banyak
ulama salafi yang hidup, baik sebelum Ibn Taimiyah, maupun sesudahnya.
Tercatat bahwa ulama-ulama salafi seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin
Umar, Umar bin Abdul Al-Aziz, al-Zuhri, Ja’far al-Shadiq, dan para imam
mazhab yang empat (Imam Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Ahmad bin Hanbal) dan
pengikutnya. Adapun Ibn Taimiyah juga masuk dalam daftar ulama salafi
tersebut.

Pada usia 20 beliau telah menyelesaikan seluruh jenjang studinya, dan

pada usia 30 telah pula diakui kapasitasnya sebagai ulama besar yang bergelar
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syekh al-Islam. Corak dan gaya dakwah Ibn Taimiyah sangat dipengaruhi oleh
situasi dan kondisi umat Islam saat itu. Di satu sisi, umat Islam menghadapi
ancaman dari kaum Salibi yang menyerang kota Palestina dan pembantaian sadis
yang dilakukan kaum Tatar (Moghul) di Baghdad. Namun disisi lain, beliau
melihat banyaknya penyimpangan akidah seperti kemusyrikan dan bidah yang
tersebar di tengah-tengah umat Islam. Menurutnya, hal ini merupakan sumber
utama dari kelemahan umat Islam dalam menghadapi musuhnya baik yang nyata
seperti kaum kafir maupun yang tidak nyata seperti hawa nafsu.

Kepribadian Ibn Taimiyah memiliki banyak sisi. Selain mujahid beliau
juga dikenal dengan mujaddid. la menentang keras setiap praktek ibadah yang
mengada-ada dan tidak memiliki sumber dari Alguran maupun sunnah. Sikapnya
yang tegas terhadap setiap bidah dan khurafat membuatnya tak jarang mendapat
penolakan dari ulama lainnya.

Ibn Taimiyah terkenal sangat cerdas, sehingga pada usia 17 tahun ia telah
dipercaya masyarakat untuk memberikan pandangan mengenai masalah hukum
secara resmi. Beliau juga pernah menjadi seorang panglima dan penentang
bangsa Tartar. Pada masa beliau, para pejabat merasa sangat risau oleh serangan-
serangannya serta iri hati terhadap kedudukan pendapat beliau di istana Gubernur
Damaskus. Karena pihak istana telah menjadikan pemikiran-pemikiran lbn
Taimiyah sebagai landasan untuk menyerang pejabat masa itu.

Begitu berpengaruhnya pemikiran beliau, dan mendapat posisi dalam
masyarakat, maka lawan-lawan bias mengatakan bahwa pemikiran Ibn Taimiyah

merupakan klenik, antropomorpisme, sehingga pada awal 1306 M, Ibn Taimiyah
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dipanggil ke Kairo kemudian dipenjara. Ibn Taimiyah terkenal tidak hanya lewat
aksi dan penentangannya terhadap kebatilan, juga terkenal lewat tulisan-
tulisannya. Seperti telah disebutkan, bahwa beliau pernah dipenjara, bahkan
beliau meninggal di dalamnya. Namun, Ibn Taimiyah tidak berhenti berjihad
melawan kebatilan lewat tulisan. Dengan media itu, beliau menyumbangkan
beberapa karya monumental yang hingga kini dapat dibaca.
Karya tulisannya sangat banyak di antaranya:*
a. Kitab: Majmi’ al-Fatawa, dalam bidang fikih.
b. Kitab: Al-Radd ‘ala al-Manyigiyyin.
c. Kitab: Mugaddimah fr Usal at-Tafsir, dalam bidang tafsir Alquran.
d. Kitab: Al-Tibyan fi Nuziil al-Qur’an, dalam bidang ilmu Tafsir.
e. Kitab: Al-Faraq baina Auliya’ al-Rahman wa Auliya’ al-Syaitan, dalam
bidang ilmu Tasawuf.
f. Kitab: Siyasah al-Syar iyyah, dalam bidang politik.
g. Kitab: Agidah al-Wasitiyyah, dalam bidang akidah.
h. Kitab: Risalah fi Usiil al-Din, dalam bidang ilmu Ushuluddin.
I. Kitab: Al-Hasbah fi al-Islam, bidang akhlak.
j. Kitab: Minhaj al-Sunnah Nabawiyyah, dalam bidang ilmu Hadis.’
Demikianlah sekilas biografi dan hal ihwal Ibn Taimiyah. Dalam

penelitian ini, secara khusus diarahkan pada pandangan Ibn Taimiyah dalam

*Ardiansyah, “Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran Ibn Taimiyah dalam Paham
Salafi”. Jurnal Analytica Islamica, Vol. 11, No. 2, Juni 2013, him. 249- 251.

®Sebanyak dua puluh nama kitab beliau dapat dilihat dalam buku: bn Taimiyah, Fatawa
al-Nisa’, (tahgiq: Syaikh Muhammad Bayyumi), ed. In, Fatawa al-Nisa’: Yang Hangat dan
Sensasional dalam Figih Wanita, (terj: Sobichullah Abdul Mu’iz Sahal), (Jakarta: Cendekia
Sentra Muslim, 2003), him. 15.
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masalah hukum talak bidah. Rujukan utama pendapat Ibn Taimiyah tentang fokus
masalah penelitian yaitu Majmi’ al-Fatawa, serta Kitab lainnya yang penulis

anggap relevan dengan permasalahan.

3.2. Pendapat Ibn Taimiyah tentang Hukum Talak Bidah

Ulama sepakat bahwa talak bidah adalah talak yang diharamkan dalam
Islam. Dalam bab dua sebelumnya penulis juga menyinggung masalah ini.
Namun demikian, ulama tidak sampai pada satu kesepakatan tentang jatuh
tidaknya talak bidah. Hal ini juga telah disebutkan oleh Imam Ibn Taimiyah
dalam kitabnya al-Fatawa al-Kubra. 1bn Taimiyah menyebutkan bahwa talak itu
ada dua macam, yaitu talak sunnah dan talak bidah. Kedudukan talak bidah masih
diperselisihkan oleh ulama, apakah berlaku atau tidak, namun Ibn Taimiyah
memilih talak tersebut tidak berlaku.’ Hal ini dapat dipahami dari kutipan

pendapat beliau sebagai berikut:

A iy by (i ) aUl ae b ane M) s
o dgrels OF 13 2l e gl 13) Sy Lgalley OF aiudl 39Uab
ilby Letby of a2y Lalh 0L Lk o5 5 S ikl
plaly adly OUSIL a2 B 1o Lekes e OF 18 e Dbgll a

®Syaikh al-Islam al-Imam al-Allamah Tagqi al-Din Ibn Taimiyah, al-Fatawa al-Kubra,
(Tahqiq: Muhammad ‘Abd al-Qadir ‘Ata dan Mustafa ‘Abd al-Qadir ‘Ata), jilid 3, (Bairut: Dar al-
Kutub al-1Imiyyah, 1987), him. 225.
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Vg’jli

“Pasal: Talak itu ada yang talak sunnah yang dibolehkan oleh Allah dan
talak bidah yang diharamkan oleh Allah. Talak sunnah terjadi bila suami
menceraikan isterinya dengan talak satu saat sang isteri suci dari haid
tanpa berhubungan seksual sebelumnya atau bila ia menceraikan sang
isteri saat sudah nyata-nyata hamil. Maka bila suami menceraikan
isterinya saat masih haid atau tak lama setelah berhubungan seksual tanpa
menunggu apakah ia hamil (atau tidak), ini adalah bentuk talak yang
diharamkan oleh Alquran, Sunnah, dan Ijma’ kaum Muslimin. Namun,
para ulama berselisih dalam soal apakah (talak bidah) berlaku atau tidak.

Yang lebih benar adalah bahwa talak ini tidak berlaku”.

Pendapat Ibn Taimiyah di atas mengandung beberapa poin. Pertama, talak
secara umum ada dua, yaitu talak yang dibenarkan (sunnah) dan talak diharamkan
(bidah). Kedua, talak yang dibenarkan dalam Islam yaitu menjatuhkan talak satu
pada saat isteri suci. Ketiga, talak yang dipandang bidah dan hukumnya
diharamkan dalam Islam yaitu talak pada saat isteri dalam keadaan haid, atau
ketika isteri dalam keadaan suci tetapi sempat digauli sebelumnya. Keempat,
hukum talak bidah menurut Ibn Timiyah tidak jatuh.

Berangkat dari poin-poin di atas, titik persoalan di sini yaitu mengenai
talak bidah dan kedudukan hukumnya. Kutipan di atas jelas diketahui bahwa lbn
Taimiyah hanya memandang talak dalam keadaan haid dan talak setelah digauli
sebagai talak bidah. Dalam kitab beliau lainnya, yaitu “Majmi’ah al-Fatawa”,

disebutkan bahwa talak yang diharamkan dalam kategori bidah yaitu talak pada

saat isteri sedang haid, dan talak setelah digauli sementara belum ada kejelasan

"Syaikh al-Islam al-lmam al-*Allamah Tagq al-Din Ibn Taimiyah, al-Fatawa al-Kubra...,
him. 225.
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terkait kehamilan isteri, maka talak ini diharamkan, dan dinamakan dengan talak
bidah.®

Maksud talak bidah menurut lbn Taimiyah bahwa talak tersebut
diharamkan dalam kitab Alquran, Sunnah Rasulullah, dan Ijmak ulama.’ Dapat
dipahami, pengertian bidah dalam talak tampak sama seperti makna bidah pada
umumnya. Dalam hal talak, disebut bidah sebab tindakan dan kehendak talak
yang dilakukan oleh suami tidak ada petunjuk yang jelas, misalnya suami
menceraikan pada saat isterinya sedang haid, atau setelah ia menggauli isteri. dua
jenis talak bidah tersebut tidak ditemukan satu ayat, sunnah bahkan pendapat
ulama yang membolehkannya. Untuk itu, kalimat “diharamkan dalam kitab
Alquran, Sunnah Rasulullah, dan ljma’ ulama” seperti pendapat Ibn Taimiyah di
atas menunjukkan makna talak yang tidak ada petunjuk jelas dalam dalil syarak,
sehingga disebut dengan bidah.

Ibn Taimiyah memandang keadaan talak berada dalam dua kondisi, yaitu
kondisi dibenarkan oleh Allah dan kondisi diharamkan. Apabila seorang suami
melakukan talak dalam kondisi diharamkan, maka ia tidak dihitung dan tidak
mengikat sama sekali, hal ini sama seperti hukum yang sebaliknya, yaitu jika
suami menceraikan isteri dalam kondisi dibenarkan, maka talak dipandang jatuh
dan mengikat.’® Artinya, Ibn Taimiyah memandang talak yang hukumnya haram

tidak berlaku sama sekali, sementara talak yang halal dan dibenarkan akan

8Syaikh al-Islam al-Imam al-Allamah TagqT al-Din Ibn Taimiyah, Majmii'ah al-Fatawa,
(Takhrij: ‘Amir al-Jazzar & Anwar al-Baz), Juz 33, (tp: Dar al-Wafa’, 2005), hlm. 8.

°Syaikh al-Islam al-lmam al-‘Allamah Taqi al-Din Ibn Taimiyah, Majmi’ah al-
Fatawa..., him. 8.

lbid., him. 14.
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berlaku dan mengikat. Pendapat Ibn Taimiyah ini tampak diikuti oleh muridnya
Imam lbn Qayyim al-Jauziyyah."

Selain itu, talak yang masuk dalam kategori talak bidah adalah talak dua
atau talak tiga sekali ucap. Keharaman talak jenis ini menurut Ibn Taimiyah tidak
sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan oleh syarak. Beliau menyebutkan sebagai
berikut:

“..Talak yang sunnah yaitu menceraikan dengan talak satu, kemudian

merujuknya kembali, atau membiarkannya sampai selesai masa iddahnya.

Seandainya jika ia mentalaknya dua kali atau tiga kali sebelum rujuk atau

tidak dengan akad yang baru, maka ini merupakan talak bidah. Menurut

jumhur ulama salaf dan khalaf seperti mazhab imam Malik, Abu Hanifah
dan pengikut keduanya, hukumnya haram. Imam ahamd diakhir
pendapatnya, serta ikhtiar dari kebanyakan pengikutnya setuju dengan
pendapat tersebut. (Namun) Apakah talak yang haram (maksudnya talak

dua atau tiga sekaligus) itu terjadi, terdapat perbedaan pendapat di

kalangan ulama khalaf dan salaf.**

Kutipan di atas jelas dipahami bahwa Ibn Taimiyah memandang talak dua
atau talak tiga sekali ucap atau sekaligus adalah talak bidah. Maksud dari istilah

“sebelum rujuk atau tidak dengan akad yang baru”, menunjukkan bahwa talak

dua atau tiga tersebut dilakukan secara sekaligus, yaitu tanpa didahului rujuk dan

“pendapat Ibn Qayyim tersebut dimuat dalam beberapa kitabnya, yaitu Ibn Qayyim al-
Jauziyyah, Zad al-Ma’ad fi Hadi Khair al- ‘Ibad, ed. In, Zadul Ma’ad; Bekal Perjalanan Akhirat,
(terj: Amiruddin Djalil), cet. 5, jilid 6, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), him. 264: Ibn Qayyim al-
Jauziyyah, Ighasatul Lahfan mim Masaid al-Syaitan, ed. In, Menyelamatkan Hati dari Tipu Daya
Setan, (terj: Hawin Murtadho & Salafuddin Abu Sayyid), cet. v, (Surakarta: al-Qowam, 2012),
him. 358-366: Khusus tentang talak di waktu isteri sedang haid, Shalih bin Abdulah al-Lahim
menyebutkan beberapa ulama yang memandang talak tersebut tidak jatuh, yaitu Thawus, Ikrimah,
Khalas bin Amru, Muhammad bin Ishag dan Hajjaj bin Arthah. Kemudian Abi Ja’far al-Bagir,
Ja’far bin Muhammad al-Shadiq, Hisyam bin Abdul Hakam, Ibn Aliyah, dan Ibn Hazm, pendapat
ini juga menjadi pendapat murid Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. la juga menjadi pendapat Ibn
Taimiyah dan Ibn Qayyim. Lihat dalam Shalih bin Abdulah al-Lahim, al-Akkam al-Mutarattibah
‘ala al-Haid wa al-Nifas wa al-1stihahah, ed. In, Figih Darah Wanita, (terj: Nurul Mukhlisin),
cet. 2, (Surabaya: Pustaka Elba, 2012), him. 256-257.

2Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah, Majmi’ al-Fatawa Ibn Taimiyah, (penyusun:
Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Qasim al-Asimi al-Najdi al-Hanbali, dan Muhammad), ed. In,
Majmu’ Fatawa tentang Nikah, (terj: Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri an-Naba), (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2002), him. 266.
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tidak pula dilakukan akad nikah baru dalam kasus talak ba’in. Ini menandakan
talak tiga sekaligus masuk dalam kategori yang diharamkan dalam Islam.

Contoh penyebutan talak dua atau talak tiga sekaligus misalnya, “kamu
tertalak tiga”, atau, “kamu tertalak, kamu tertalak, kamu tertalak”, atau, ‘“kamu
tertalak, kemudian tertalak, kemudian tertalak”, atau dengan kalimat talak tiga
sekaligus, talak sepuluh kali, seratus kali talak, atau seribu talak, dan semisalnya,
maka talak demikian diharamkan dalam Islam.*®

Meski talak dua atau talak tiga sekaligus masuk sebagai talak yang haram
dan dipandang bidah, namun lbn Taimiyah tidak sampai menyamakan hukumnya
seperti talak pada saat haid dan talak setelah menggauli isteri, yaitu total tidak
mengikat dan tidak berlaku. Talak dua atau tiga sekaligus tetap mengikat, tetapi
hanya dipandang jatuh satu kali saja. Hal ini dapat dipahami dari pernyataan
beliau sebagai berikut:

“Sebagaimana telah kita terangkan secara mendetail di dalam babnya, dan

telah disebutkan di dalam hadis shahih dari Ibn Abbas, berkata bahwa

sesungguhnya talak yang tiga di zaman Nabi saw menjadi satu, dan di

Zaman Abu Bakar, serta di awal Khalifah Umar. Ketika orang orang

mengikuti hal tersebut, Umar berkata: Sesungguhnya orang-orang telah

terlalu cepat mengambil keputusan di dalam perkara yang menyusahkan

mereka. Jika kita menjalankannya, maka aku akan menerapkannya kepada

mereka. telah kami bicarakan tentang hadis ini tentang pendapat ulama di

dalam bab tersendiri”.**

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Ibn Taimiyah mengabarkan hukum
talak tiga sekaligus pada saat Rasulullah saw dan para sahabat. Hukum yang
dikandung dari hadis Rasul adalah talak tiga dipandang hanya jatuh satu kali saja.

Hal ini diberlakukan oleh hadis Rasulullah (hadisnya akan dikutip pada sub

BSyaikh al-lslam al-lmam al-‘Allamah Taqi al-Din Ibn Taimiyah, Majmii’ah al-
Fatawa..., him. 8.
YSyaikh al-Islam Ibn Taimiyah, Majmi’ al-Fatawa Ibn Taimiyah..., him. 267.
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bahasan selanjutnya), kemudian dipegang oleh Abu Bakar, dan di awal

Kehkalifahan Umar, serta menjadi pendapat kebanyakan ulama, termasuk lbn

Taimiyah sendiri.

Terkait dengan satus talak tiga sekaligus, Ibn Taimiyah menyebutkan
empat pendapat di dalamnya, yaitu:

1. Talak tersebut boleh dan berlaku talak tiga, ini dipegang oleh Imam al-Syafi’,
Imam Ahmad ibn Hanbal dalam riwayat terdahulu darinya, dan menjadi
pilihan dari al-Kharagi.

2. Talak tersebut diharamkan namun berlaku talak tiga, ini dipegang Imam
Malik, Abt Hanifah, Imam Ahmad ibn Hanbal dalam riwayat yang terakhir
darinya, menjadi pilihan banya sahabatnya, dan ini menjadi pendapat dari
kebanyakan ulama salaf, pendapat sahabat, dan para tabi’in.

3. Talak tersebut diharamkan, dan tidak berlaku kecuali talaknya hanya jatuh satu
kali talak. ini menjadi pendapat ulama khalaf dan salaf, pendapat sahabat
Rasulullah saw, seperti Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan riwayat
dari Ali, dan Ibn Mas’ud, dan ibn Abbas, dan ini menjadi pendapat
kebanyakan para tabi’in dan setelahnya, seperti Thawus, Khalas bin Amru,
Muhammad bin Ishaq, dan pendapat Daud serta banyak sahabatnya, dan ini
menjadi pendapat Abi Ja’far bin Muhammad bin Ali bin Husain dan anaknya
Ja’far bin Muhammad, dan ini menjadi pendapat sebagian kelompok Syi’ah,
dan menjadi pendapat sebagian sahabat Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad bin

Hanbal.
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4. Talak tersebut haram dan tidak jatuh sama sekali, ini dipegang oleh sebagian
dari Mu’tazilah dan Syi’ah, pendapat ini menyatakan bahwa talak tiga
sekaligus tidak jatuh sama sekali.™

Empat pendapat tersebut berbicara seputar hukum talak tiga sekaligus
talak dengan jumlah lainnya tetapi dilakukan secara sekaligus tanpa didahului
oleh rujuk dan akad nikah yang baru. Dalam hal ini, pendapat yang menyatakan
hanya jatuh satu kali dan tindakan tersebut diharamkan, menjadi pendapat yang
dipilih oleh Ibn Taimiyah. Lebih jelas, pendapat beliau dapat dipahami dari

kutipan berikut ini:
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“Talak yang tanpa keraguan sah adalah talak yang diizinkan dan
diperkenankan oleh Allah, yaitu talak satu yang dikeluarkan suami ketika
isterinya dalam keadaan suci tanpa berhubungan seksual sebelumnya atau
setelah ia nyatanyata hamil. Adapun talak yang haram adalah bila suami
menceraikan isterinya ketika masih haid, atau tak lama setelah mereka
berhubungan seksual sebelum ada kepastian sang isteri hamil (atau tidak).
Talak seperti ini adalah haram menurut kesepakatan ulama. Begitu pula
talak tiga dengan satu pernyataan atau dengan beberapa kali pernyataan

BSyaikh al-Islam al-lmam al-‘Allamah Taqi al-Din Ibn Taimiyah, Majmi’'ah al-
Fatawa..., him. 8-9.

%Syaikh al-Islam al-Imam al-‘Allamah Taqi al-Din Ibn Taimiyah, Majmii'ah al-
Fatawa..., him. 224.
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namun dalam satu kali masa suci. Mayoritas ulama memandang talak ini

haram. Mereka hanya berselisih dalam soal apakah talak ini mengikat

(atau tidak). Ada yang berpendapat bahwa talak ini mengikat sebagai talak

tiga; ada yang berpendirian bahwa talak ini hanya menimbulkan talak

satu. Pendapat (yang terakhir) inilah yang lebih kuat berdasarkan Alguran
dan Sunnah”.!’

Berangkat dari keterangan beberapa penjelasan sebelumnya, beserta
kutipan pendapat tersebut, maka pendapat Ibn Taimiyah tentang talak bidah ada
tiga bentuk. Pertama, talak pada saat isteri mengalami haid. Kedua, talak pada
saat isteri sedang suci, tetapi sempat digauli sebelumnya tanpa menunggu apakah
isteri hamil atau tidak. Ketiga, talak tiga sekaligus. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa ketiga talak tersebut menurut Ibn Taimiyah diharamkan
dalam Islam dan masuk sebagai talak bidah. Pendapat Ibn Taimiyah tentang
ketiga hukum talak bidah masing-masing berbeda. Untuk talak pada saat isteri
sedang haid atau saat suci tapi telah digauli, hukumnya haram dan tidak berlaku
sama sekali. Sementara untuk talak tiga sekaligus, hukumnya haram dan talaknya
hanya jatuh satu kali.

Terhadap pendapat tersebut di atas, Ibn Taimiyah mempunyai dalil hukum
sebagai dasar normatifnya, baik dalil penetapan hukum talak bidah dalam
kategori talak saat haid dan telah digauli, maupun talak tiga sekaligus. Di
samping itu, ia juga memiliki metode penemuan hukum (metode istinbat). Dalil

dan metode istinbar Ibn Taimiyah secara runtut akan dipaparkan pada sub

bahasan tersendiri di bawah ini.

"Mengenai talak tiga sekaligus, bendingkan dengan pendapat Ibn Qayyim, di mana
pendapat Ibn Qayyim sama persis seperti pendapat Ibn Taimiyah yang notabene sebagai gurunya.
Dalam kitab “Ighasah al-Lahfan mim Masaid al-Syaitan”, 1bn Qayyim menyatakan talak tiga
yang dibenarkan dalam Islam adalah talak tiga yang dilakukan secara bertahap, yaitu satu kali,
kemudian rujuk, talak kedua, kemudian rujuk, dan talak ketiga masuk sebagai talak ba’in kubra.
Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Ighasah al-Lahfan..., him. 365.
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3.3. Dalil-Dalil Hukum yang Digunakan oleh 1bn Taimiyah

Sejauh analisa terhadap literatur yang membicarakan pendapat Ibn
Taimiyah tentang talak bidah, maka ditemukan tiga dalil umum yang digunakan,
yaitu Alquran, hadis, dan atsar sahabat, masing-masing dalil tersebut yaitu:
1. Alquran

Dalil Alquran pertama yang menjadi acuan lbn taimiyah yaitu surat al-
1:18

Talaq ayat
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Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah
kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi)
iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah
kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah
mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka
mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah,
maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.
kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu
sesuatu hal yang baru”. (QS. Al-Talaq: 1).

Mengomentari ayat di atas, Ibn Taimiyah memandang bahwa seruan:
“..maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat
(menghadapi) iddahnya (yang wajar)”, berlaku untuk semua suami yang ingin
menceraikan isteri. Ada dua kondisi talak yang di dalamnya isteri dapat

melaksanakan iddah secara wajar, yaitu talak pada saat suci dan belum digauli,

8Syaikh al-Islam al-lmam al-‘Allamah Taqi al-Din Ibn Taimiyah, Majmii’'ah al-
Fatawa..., him. 15.
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atau talak kepada isteri yang jelas-jelas telah diketahui kehamilannya.™® Artinya,
isteri yang dapat melaksanakan iddah secara “wajar” hanya dapat dialami oleh
isteri-isteri yang ditalak pada saat suci, saat belum digauli, atau telah jelas
kehamilannya. Dalam kondisi ini, isteri akan mudah dalam menjalankan
pelaksanaan iddah. Sebaliknya, jika talak dilakukan pada saat isteri sedang haid
atau telah digauli sebelum diketahui kehamilannya, maka isteri tersebut akan
mengalami kesulitan dalam menjalankan iddah, sehingga iddahnya tidak lagi
dipandang “wajar”.

Lebih lanjut, Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa ayat di atas sangat erat
kaitannya dengan larangan Rasulullah saw, di mana tidak dihalalkan bagi suami
melakukan talak kepada isterinya, kecuali isteri dalam keadaan suci dari haid dan
sebelum menyetubuhi isteri. Ibn Taimiyah menyatakan: “wa haza huwa al-taldg
al- ‘iddah”, artinya “inilah talak pada waktu dapat menghadapi iddah”.?
Komentar Ibn Taimiyah tentang ayat di atas dapat dipahami dari kutipan berikut
ini:

“..Tidak halal melakukan talak kepada isteri kecuali jika isteri dalam

keadaan suci dari haid dan sebelum men-jima’-nya. Dan inilah yang

dimaksud dengan talak pada iddah, artinya menghadapi iddah”... “Apabila

talak dilakukan sebelum waktu yang diizinkan oleh Allah, maka pihak

isteri akan lama (panjang) menjalankan waktu menahan (iddahnya)” ....

“dan tidak ada faidahnya talak yang dilakukan sebelum waktunya”.21

YSyaikh al-lslam al-lmam al-‘Allamah Taqi al-Din Ibn Taimiyah, Majmii’ah al-
Fatawa..., hlm. 15. Bandingkan dengan “Jurnal al-Ahwal”, yang ditulis oleh Muhammad Ma’mun
(Alumni Program Pasca Sarjana Konsentrasi Hukum Keluarga STAIN Jember). la menyatakan
bahwa surat al-Talaq ayat 1 yang dipahami oleh Ibn Taimiyah yaitu agar menalak isteri pada masa
suci dan belum digauli. Lihat dalam Muhammad Ma’mun, “Fatwa Ibn Taimiyah tentang Talak:
Studi atas Metode Istinbat Hukum”. Jurnal al-Ahwal. Vol. 6, No. 1, April 2014, him. 38.

2Syaikh al-Islam al-Imam al-‘Allamah Taqi al-Din Ibn Taimiyah, Majmi’'ah al-
Fatawa..., him. 16.

21Syaikh al-Islam al-Imam al-‘Allamah Taqi al-Din Ibn Taimiyah, Majmi’'ah al-
Fatawa..., him. 16.
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Berangkat dari pendapat di atas, maka dapat dinyatakan kembali bahwa
surat al-Talaq ayat 1 menjadi rujukan utama Ibn Taimiyah dalam menetapkan
talak bidah, khususnya talak dalam keadaan haid dan talak pada saat isteri telah
digauli. Jika kedua jenis talak tersebut dilakukan, maka tidak sejalan dengan
petunjuk ayat tersebut.

Selain itu, Ibn Taimiyah juga menggunakan dalil surat al-Bagarah ayat
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Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan
cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal
bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan
kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat
menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa
keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah,
Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan
oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka
janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-
hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”. (QS. Al-
Bagarah: 229).

Ayat di atas merupakan dalil tentang talak raj 7, yang dilakukan secara
bertahap. Ayat tersebut menurut Ibn Taimiyah memberikan informasi agar talak
dilakukan secara bertahap. Ayat ini menjadi acuan talak yang disyariatkan oleh

Allah Swt, yaitu talak raj 7 sebanyak dua kali. Setelah talak tersebut, maka ada

22Syaikh al-Islam al-Imam al-‘Allamah Taqi al-Din Ibn Taimiyah, Majmi’'ah al-
Fatawa..., him. 14.
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kewajiban untuk menahan isteri dengan cara yang baik atau melepaskan dengan
cara yang baik pula.?®
Lebih lanjut, Ibn Taimiyah mengatakan bahwa taip-tiap talak yang
disyariatkan oleh Allah Swt dalam Alquran adalah talak dengan raj 7. Allah tidak
mensyariatkan salah satu talak misalnya talak tiga sekaligus, dan tidak pula
disyariatkan talak yang langsung bai 'z, kecuali jika talaknya dilakukan sebelum
menjimak isteri sama sekali (taldg qabla al-dukhil).** Dari keterangan tersebut,
tampak Ibn Taimiyah ingin menegaskan kedudukan disyariatkan talak dalam
Islam vyaitu secara bertahap. Artinya, talak pada asalnya adalah masih
memberikan peluang rujuk bagi suami sebagaimana maksud surat al-Bagarah
ayat 229.
Selain itu, Ibn Taimiyah juga merujuk surat al-Bagarah ayat 230:%
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Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka

perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami

yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka

tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk

kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan

hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya

kepada kaum yang (mau) mengetahui”. (QS. Al-Bagarah: 230).

Ibn Taimiyah menyebutkan bahwa talak tiga yang mengakibatkan isteri

tidak lagi halal bagi suaminya yaitu talak tiga yang disyariatkan Allah, yaitu talak

2Syaikh al-Islam al-Imam al-‘Allamah Taqi al-Din Ibn Taimiyah, Majmii'ah al-
Fatawa..., him. 14.

#Syaikh al-Islam al-Imam al-‘Allamah Taqi al-Din Ibn Taimiyah, Majmi’'ah al-
Fatawa..., him. 9.

»Syaikh al-Islam al-Imam al-‘Allamah Taqi al-Din Ibn Taimiyah, Majmi’'ah al-
Fatawa..., him. 15.
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yang dilakukan secara bertahap, di dalamnya ada iddah, rujuk, dan talak
kembali.?® Ibn Taimiyah menyimpulkan ada tiga talak yang disyariatkan Allah, di
mana talak tersebut telah disepakati oleh ulama. Pertama, talak ra;j’i. Kedua,
talak ba’in. Ketiga, talak pengharaman bagi isteri. Terkait dengan talak jenis

ketiga, Ibn Taimiyah menuturkan:
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“Talak yang dapat mengharamkan isteri yaitu talak yang tidak dihalalkan
lagi bagi suami atas isteri hingga isteri menikah lagi dengan laki-laki lain.
Dan ini adalah talak yang dilakukan sebanya tiga kali secara bertahap
sebagaimana diizinkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya. Adapun talak
tersebut yaitu suami mentalak isteri, kemudian rujuk dalam masa iddah,
dan menikah lagi kemudian mentalak isteri, dan menikah kembali
kemudian menceraikannya lagi hingga masuk talak tiga kali. Maka inilah
yang dimaksud dengan talak pengharaman isteri hingga ia menikah lagi
dengan laki-laki lain, ini menjadi kesepakatan para ulama”.

Berangkat dari pendapat di atas, dapat dinyatakan bahwa Ibn Taimiyah
memandang ketentuan talak tiga sekaligus tidak masuk dalam cakupan makna
surat al-Bagarah ayat 230 di atas. Pensyariatan talak tiga yang dapat

mengharamkan isteri yaitu dilakukan secara bertahap, di mana di dalam tiap-tiap

%®Syaikh al-1slam al-Imam al-‘Allamah Taqi al-Din Ibn Taimiyah, Majmii’ah al-
Fatawa..., him. 9.

?'Syaikh al-Islam al-Imam al-‘Allamah Taqi al-Din Ibn Taimiyah, Majmii'ah al-
Fatawa..., hlm. 9. Dalam redaksi lain pada kitab “al-Fatawa al-Kubra”, lbn Taimiyah
menyebutkan bahwa talak tiga yang diperintahkan Allah yaitu dengan talak, kemudian isteri
melakukan iddah, dan suami melakukan rujuk, begitu juga selanjutnya sampai tiga kali talak.
dalam hal ini, isteri tidak lagi halal kecuali menikah lagi dengan laki-laki lain. lihat dalam Syaikh
al-Islam al-Imam al-°Allamah Taqt al-Din Ibn Taimiyah, al-Fatawa al-Kubra..., him. 225.
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talak ada masa iddah dan rujuk di dalamnya, tidak dengan ucapan talak tiga
sekaligus.
2. Hadis

Dalam menetapkan pendapatnya, Ibn Taimiyah juga mengambil beberapa
dalil hadis, baik mengenai masalah talak bidah dalam kategori talak saat haid dan
talak sesaat isteri telah digauli, maupun talak dalam kategori talak tiga sekaligus.

Dalil hadis pertama yaitu riwayat Imam Ahmad dari Yazid sebagai berikut:

A&
"»‘

5 AA) s LEB 06 Jas o w’»““ JG éﬁ;ﬁ»\ asw 5
mui.p&mdu;(;ua;wsgﬁaguo;»&aw oz o

=

J@MwJuuﬁbgL@m%@w;uw;ﬁm”}&
ﬁ&fog@x}wgu}w;&;u@jw@uum\

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yazid telah mengabarkan kepada
kami Abdul Malik dari Anas Bin Sirin dia berkata; aku berkata kepada
Ibn Umar; ceritakanlah kepadaku tentang talakmu kepada isterimu!.
Ibn Umar berkata; aku mentalaknya dalam keadaan haid, kemudian aku
menceritakan hal itu kepada Umar Bin Al Khaththab, lalu Umar
menceritakannya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, maka Nabi
shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Perintahkanlah kepadanya agar
dia merujuknya, jika dia telah suci, maka hendaklah dia mentalaknya
pada masa sucinya." Anas berkata; aku berkata kepada Ibn Umar;
"Apakah kamu melaksanakan masa 'iddah kepada isterimu yang kamu
talak pada saat haid?" Ibn Umar menjawab: "Kenapa aku dulu tidak
melaksanakan masa ‘iddah yah? meskipun aku tidak mampu dan tidak
mendekatinya”. (HR. Ahmad).

%Imam Ahmad, Musnad al-lmam Ahmad ibn Hanbal, jilid 3, (Jakarta: al-Qowam, 2000),
him. 217.
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Hadis ini menjadi acuan yang digunakan Ibn Taimiyah dalam menetapkan
suami tidak boleh menjatuhkan talak pada saat haid. Dalam kitabnya: “Majmii’ah
al-Fatawa”, Ibn Taimiyah menggunakan hadis tersebut bersamaan dengan surat
al-Talaq ayat 1 yang notabene sebagai penjelasan ayat tersebut.® Kemudian, dalil
hadis lainnya yaitu berkenaan dengan kedudukan hukum talak bidah dalam
kategori talak tiga sekaligus. Hadis pertama yang beliau gunakan yaitu riwayat

Imam Muslim dari Ishaq bin Ibrahim.
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Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad
bin Rafi' sedangkan lafazhnya dari Ibn Rafi’, Ishag mengatakan; Telah
mengabarkan kepada kami, sedangkan lbn Rafi' mengatakan; Telah
menceritakan kepada kami Abdur Razaq telah mengabarkan kepada
kami Ma'mar dari Ibn Thawus dari ayahnya dari Ibn Abbas, dia
berkata: Pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, Abu Bakar,
dan dua tahun dari kekhilafahan Umar, talak tiga (dengan sekali ucap)
masih dihukumi talak satu. Setelah itu Umar bin Al Khaththab berkata;
Nampaknya orang-orang tergesa-gesa dalam urusan yang sebenarnya
telah diberikan keleluasaan bagi mereka. Bagaimana seandainya kami
memberlakukan suatu hukum atas mereka?! Niscaya mereka akan
memberlakukannya (menjatuhkan talak tiga bagi yang menceraikan
isterinya tiga kali dengan sekali ucap-pent)”. (HR. Muslim).

®Lihat Syaikh al-Islam al-Imam al-‘Allamah Taqi al-Din Ibn Taimiyah, Majmi’ah al-
Fatawa..., him. 15.
®Imam Muslim, Saki# al-Muslim, juz, 2, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), him. 75.
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Dalil kedua sebagai penguat hadis di atas yaitu riwayat Abu Dawud dari

Ibn al-Sarh dan Ibrahim bin Khalid:
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Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ibn al-Sarh dan Ibrahim bin Khalid
al-Kalbi Abu Tsaur di antara orang-orang yang lain, mereka
mengatakan; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Idris al-
Syafi'i, telah menceritakan kepadaku pamanku yaitu Muhammad bin
Ali bin Syafi' dari Abdullah bin Ali bin alSaib dari Nafi’ bin ‘Ujair bin
Abdu Yazid? bin Rukanah, bahwa Rukanah bin Abdu Yazid telah
menceraikan isterinya yaitu Suhaimah sama sekali, kemudian ia
mengabarkan kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dengan hal
tersebut. Dan ia berkata; demi Allah aku tidak berniat kecuali satu kali.
Kemudian Rasulullah shallallahu ‘"alaihi wasallam berkata: "Demi
Allah, engkau tidak berniat kecuali satu kali." Kemudian Rukanah
berkata; demi Allah, aku tidak berniat kecuali satu kali. Kemudian
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengembalikan isterinya
kepadanya. Kemudian ia mencerainya kedua kali pada zaman Umar
dan ketiga kali pada zaman Utsman. Abu Daud berkata; yang pertama
adalah lafazh Ibrahim, dan yang lainnya adalah lafazh Ibn As Sarh.

I Abu Daud, Sunan Abi Dawud, juz 2, (Bairut: Dar al-Fikr, 1991), him. 120.
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Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yunus An Nasali,
bahwa Abdullah bin Az Zubair telah menceritakan kepada mereka dari
Muhammad bin Idris telah menceritakan kepadaku pamanku yaitu
Muhammad bin Ali dari Ibn As Saib dari Nafi' bin 'Ujair dari Rukanah
bin Abdu Yazid dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dengan hadits
ini”. (HR. Abu Dawud).

Dua hadis terkahir digunakan Ibn Taimiyah dalam menyatakan
kedudukan talak tiga sekaligus. Berdasarkan keterangan hadis tersebut, talak tiga
sekaligus hanya dipandang jatuh satu kali. Riwayat hadis Imam Muslim
sebelumnya, menerangkan informasi dari Ibn Abbas yang secara tegas
menyatakan bahwa talak tiga sekaligus pada masa Rasul, Abu Bakar dan di awal
kekhalifahan Umar hanya berlaku satu kali. Inilah yang menjadi pegangan lbn
Taimiyah.* la memandang talak tiga sekaligus adalah perkara talak yang haram,
namun jatuhnya cuma satu kali talak.

3. Atsar Shahabat

Secara defenitif, atsar berarti kabar, berita yang disampaikan seseorang
kepada orang lain. Menurut istilah atsar yaitu apa-apa yang disandarkan kepada
sahabat.*® Jadi, semua hal yang beritanya dari sahabat masuk dalam cakupan
makna atsar. Terkait dengan dalil atsar yang digunakan lbn Taimiyah, yaitu
pendapat Ibn Abbas dan sahabat yang lain. Dinyatakan bahwa:

“Talak itu ada empat kategori. Dua yang halal dan dua yang haram.

Adapun talak yang halal yaitu saat suami menjatuhkan talak pada isterinya

yang sedang suci yang sebelumnya tidak dijima’, atau menjatuhkan talak

terhadap isteri yang telah jelas kehamilannya. Adapun talak yang haram
yaitu menjatuhkan talak pada isteri yang sedang haid, atau mentalak isteri

%2Syaikh al-Islam al-Imam al-‘Allamah Taqi al-Din Ibn Taimiyah, Majmii’ah al-
Fatawa..., him. 9.
*Munzier Suparta, Ilmu Hadis, (Jakarta: Raja Grafiindo Persada, 2011), him. 23.
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(sedang suci) setelah dijima’ sebelum memastikan kosong tidaknya janin

dalam rahim”.3*

Dalil atsar di atas menjadi dasar hukum talak bidah khusus pada saat haid
atau saat isteri suci tetapi telah dijima’ sebelumnya. Kemudian, atsar lainnya
yaitu perkataan Ibn Abbas juga, bahwa pada pasa Abu Bakar dan Umar, talak tiga
dalam satu kalimat itu dipandang satu kali.>> Namun, memang ada keterangan
bahwa pada masa Umar selanjutnya diberlakukan hukum talak tersebut jatuh tiga
kali. Akan tetapi, menurut lbn Taimiyah, keputusan fatwa Umar tersebut karena
menimbang kebanyakan orang (suami) berbuat talak tiga sekaligus dan
menampaknnya, maka keputusan fatwa Umar menetapkan talak tiga sekaligus
jatuh tiga masuk dalam balasan dan hukuman bagi para suami pada waktu itu.*

Berangkat dari uraian di atas, Ibn Taimiyah berupaya mengkombinasikan
ketiga dalil hukum, Alquran, hadis dan atsar atau pendapat para sahabat di dalam
menetapkan hukum talak bidah. Dengan demikian, talak bidah menurut Ibn
Tamiyah yaitu talak yang tidak sesuai dengan petunjuk syariat. Di antaranya talak
pada waktu haid atau pada saat isteri suci namun sebelumnya telah digauli tanpa
menunggu kepastian isterinya hamil atau tidak. Selain itu, masuk juga di

dalamnya yaitu talak tiga sekaligus.

¥Syaikh al-lslam al-Imam al-‘Allamah Taqi al-Din Ibn Taimiyah, Majmii’ah al-
Fatawa..., him. 15-16: lihat juga dalam kitabnya: al-Fatawa al-Kubra..., him. 224.

*Syaikh al-Islam al-Imam al-*Allamah Taqi al-Din Ibn Taimiyah, al-Fatawa al-Kubra...,
him. 224-225.

*Syaikh al-Islam lbn Taimiyah, Majmi’ al-Fatawa Ibn Taimiyah, (penyusun:
Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Qasim al-Asimi al-Najdi al-Hanbali, dan Muhammad), ed. In,
Majmu’ Fatawa tentang Nikah, (terj: Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri an-Naba), (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2002), him. 267-268.
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3.4. Alasan dan Metode Istinbat Hukum yang Digunakan oleh Ibn
Taimiyah dalam menetapkan Hukum Talak Bidah

Sub bahasan ini secara runtut menjelaskan beberapa alasan argumentatif
Ibn Taimiyah dalam menetapkan hukum talak bidah, serta dikemukakan pula cara
berfikir 1bn Taimiyah dalam penemuan, penggalian hukum atau istinbar hukum
talak bidah, baik dalam kategori talak saat haid, saat suci namun telah digauli
tanpa ada kejelasan kehamilan isteri, ataupun talak tiga sekaligus. Sejauh analisa,
Ibn Taimiyah tampak menggunakan metode istinba hukum melalui penemuan
‘ilat, khususnya dalam metode giyas.

Secara bahasa, giyas berasal dari kata gasa, artinya mengukur,
menyamakan dan ukuran. Sedangkan menurut istilah, giyas merupakan cara
untuk menemukan hukum suatu persoalan yang belum jelas status hukumnya, dan
menganalogikan persoalan tersebut dengan satu masalah yang telah jelas
hukumnya, dengan melihat adanya kesamaan illat di dalamnya.’’ Dengan
demikian, giyas dapat diartikan sebagai salah satu metode penemuan hukum
dengan melihat kesamaan suatu masalah yang belum jelas status hukumnya
dengan masalah hukum yang sudah jelas statusnya, sehingga hukum masalah
pertama hukum masalah yang dianalogikan.

Terkait dengan metode giyas yang digunakan Ibn Taimiyah, terlihat jelas
dalam pendapatnya yang menyatakan bahwa talak yang diharamkan sama dengan
akad yang diharamkan, misalnya akad nikah dan akad jual beli yang haram.

Dalam hal ini, keharaman dua akad tersebut tindak menimbulkan akibat hukum

3 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, cet. 3, jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2009), him. 23.
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apa-apa, artinya tidak mengikat. Demikian juga dalam hal talak yang di dalam
agama justru diharamkan.®® lbn Taimiyah memberi contoh akad nikah yang
haram dan tidak mengikat yaitu akad nikah dengan mahram sendiri dan menikah
dengan seorang wanita dalam masa iddah. persoalan akad jual beli haram
misalnya memperjualbelikan barang-barang yang haram seperti khamar, babi,
dan mayit.*®

Terkait dengan pernyataan Ibn Taimiyah tersebut, yang menganalogikan
talak bidah tidak berlaku seperti halnya akad nikah dan jual beli yang haram,

dapat dilihat sebagai berikut:
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Kemudian dalam Kkitab Majmii’'ah al-Fatawa, secara tegas beliau

menyebutkan metode giyas, yaitu menganalogikan hukum talak yang haram

dengan nikah dan jual beli yang haram.
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*8Syaikh al-Islam al-Imam al-‘Allamah Taqi al-Din Ibn Taimiyah, Majmii'ah al-
Fatawa..., him. 14. Lihat juga dalam kitabnya: al-Fatawa al-Kubra..., him. 224,

¥Syaikh al-Islam al-Imam al-‘Allamah Taqi al-Din Ibn Taimiyah, Majmi’'ah al-
Fatawa..., him. 14.

“Syaikh al-Islam al-Imam al-*Allamah Taqi al-Din Ibn Taimiyah, al-Fatawa al-Kubra...,
him. 224.
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Dua kutipan di atas secara umum dapat dimaknai bahwa Ibn Taimiyah
menyamakan hukum nikah dan jual beli yang haram dengan talak yang haram.
Akad nikah dan akad jual beli yang diharamkan dipandang tidak berlaku.
Demikian juga halnya dengan talak yang haram. Dalam hal ini, Muhammad
Ma’mun menyebutkan, Ibn Taimiyah mengikuti argumentum e contrario yang
menegaskan bahwa bila suatu tindakan hukum diperintahkan maka setiap
tindakan lain yang bertentangan dengannya adalah dilarang.** Tetapi, harus
digarisbawahi bahwa akad nikah dan jual beli tidak sama jenisnya sehingga giyas
seperti ini tergolong qiyas ma’al farig. Jadi, Ibn Taimiyah memandang suatu
talak yang dilakukan tidak memperhatikan cara yang justru telah ada ketentuan
hukumnya, maka talak tersebut dilarang.

Berangkat dari uraian di atas, dapat diketahui metode istinbar yang
digunakan Ibn Taimiyah memakai metode giyas, yaitu menganalogikan hukum
talak bidah dengan akad nikah dan jual beli yang haram. Namun demikian, talak
bidah dalam kategori talak tiga sekaligus, Ibn Taimiyah tidak sampai pada satu
kesimpulan dengan menyatakan tidak sah, akan tetapi talak tiga sekaligus hanya
jatuh satu kali talak. sementara talak pada saat haid atau pada isteri suci yang
sudah digauli sebelumnya, maka hukumnya secara keseluruhan sama dengan

akad nikah dan jual beli yang haram, yaitu tidak sah sama sekali.

“Syaikh al-Islam al-Imam al-‘Allamah Taqi al-Din Ibn Taimiyah, Majmi’'ah al-
Fatawa..., him. 14.

*’Muhammad Ma’mun, “Fatwa Ibn Taimiyah tentang Talak: Studi atas Metode Istinbar
Hukum”. Jurnal al-Ahwal. Vol. 6, No. 1, April 2014, him. 39.



BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan
beberapa poin penting, yaitu sebagai berikut:

1. Dalil yang digunakan Ibn Taimiyah dapat dibagi ke dalam dua bagian.
Pertama, dalil talak bidah pada saat isteri haid atau saat suci namun telah
digauli sebelumnya, yaitu ketentuan surat Talaq ayat 1, riwayat Imam Ahmad
dari Yazid. Kedua, dalil talak bidah dengan ucapan tiga kali talak secara
sekaligus, yaitu surat al-Bagarah ayat 229, surat al-Bagarah ayat 230, riwayat
Imam Muslim dari Ishaq bin Ibrahim, riwayat Abu Dawud dari 1bn al-Sarh dan
Ibrahim bin Khalid, dan atsar sahabat yaitu pendapat Ibn Abbas yang
menyatakan talak tiga sekaligus di masa Rasulullah, Abu Bakar, dan di awal
kekhalifahan umar dipandang satu kali talak.

2. Hasil analisa menunjukkan bahwa metode istinbat yang digunakan Ibn
Taimiyah yaitu metode giyas, yaitu menganalogikan hukum akad nikah dan
jual beli yang haram dengan hukum talak bidah. Talak bidah seperti talak saat
isteri haid, atau talak pada saat suci tetapi sebelumnya digauli tanpa
memastikan isteri hamil atau tidak. Kedua jenis talak ini tidak sah seperti
hukum nikah dan jual beli yang diharamkan. Namun, untuk talak tiga
sekaligus, Ibn Taimiyah memandangnya haram dan jatuh satu kali talak. Ini

menunjukkan adanya giyvas ma’al farig. Sebab, akad nikah tidak sama dengan
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akad jual beli. Selain itu juga terjadi kontradiksi, sebab pada talak tiga
sekaligus dinyatakan berlaku sebagai talak satu, padahal akad jual beli

dinyatakan tidak sah sama sekali.

4.2. Saran

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis memberikan beberapa

saran, yaitu sebagai berikut:

1.

Hendaknya, penelitian-penilitian ketokohan diperbanyak lagi dan dilakukan
secara terus menerus, hal ini berguna untuk menggali satu pemikiran secara
konprehensif, serta dapat dijadikan satu referensi, dan menjadi bahan

kepustakaan khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum.

. Hukum talak bidah memang masih diperselisihkan. Namun, menurut jumhur

ulama talak bidah tetap berlaku. Untuk itu, hendaknya dilakukan penelitian
mugaranah pada tingkat paradigma berpikir para ulama yang berlainan
pendapat.

Karena penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis
mengharapkan adanya masukan, saran dan kritik demi perbaikan dan
kesempurnaan tulisan ini. Sehingga, tulisan ini nantinya dapat dijadikan
rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya, yang juga membahas

permasalahan yang sama.
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: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejai( tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa sagala

sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dlbenkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksariakan
sebagaimana mestinya.

Dltetapkan di :BandaAceh
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Nama Lengkap

Tempat/Tanggal Lahir:

JenisKelamin
Agama
Kebangsaan/Suku
Status
Pekerjaan/NIM
Alamat
Orangtua/Wali

a. Ayah

b. Ibu

c. Pekerjaan
RiwayatPendidikan
a. SD/MI

b. SLTP/MTs

c. SMA/MA

d. Perguruan Tinggi

RIWAYAT HIDUP PENULIS

: Syahria Murni

Matang Lada / 1 April 1996

: Perempuan

- Islam

: Indonesia/Aceh

: Belum Kawin

: Mahasiswa/111209277
: le Masen Kaye Adang

: Muhammad Mahmud
: Ainol Mardliah SE
: Pegawai Negeri Sipil

: SDN 4 Seunuddon Berijazah Tahun 2008

: MTs.S Al-Muslimun Lhoksukon Berijazah Tahun 2011
: MAS Al-Muslimun Lhoksukon Berijazah Tahun 2014

: UIN Ar-Raniry

Banda Aceh, 7 Januari 2018

Penulis,

Syahria Murni
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